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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin                   Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa S es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha H ha (dengan titk di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س




 (Sad S es (dengan titik di bawah ص
 (Dad D de (dengan titik di bawah ض
 (Ta T te (dengan titik di bawah ط
 (Za Z zet (dengan titk di bawah ظ
 ain „ apostrop terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah , Apostop ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 





2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin      Nama 
 ـ َ
Fathah A            A 
 Kasrah I            I ـ َ
 Dammah U            U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ي




a dan i 
  ك




a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 




Huruf dan Tanda 
 
Nama 
  ..ا|   ي ...














i dan garis di atas 
  وَ 




u dan garis di atas 
4. Ta  Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup atau 
mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya 
adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta‟marbutah itu transliterasinya dengan [h].  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ی) ) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) 




seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatas (-). 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هلال) 
Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 
hamzah.  
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 




10. Huruf Kapital  
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. : subhānahūwata, ālā 
saw. : sallallāhu „alaihiwasallam 
a.s.  : „alaihi al-salām 
H : Hijrah 
M : Masehi 
SM : Sebelum Masehi 
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. : Wafat tahun 
Qs …/…:4 : QS An-Nisa/4:58 





NAMA : MUHAMMAD MARDIANTO P 
NIM  : 11000117018 
JUDUL :PEMANFAATAN ZAKAT PENDAPATAN SEBAGAI 
BANTUAN EKONOMI UMAT DI TENGAH WABAH COVID-
19 DI BAZNAS KABUPATEN BONE 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan zakat 
pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 di BAZNAS 
Kabupaten Bone. Adapun sub masalah yang di kaji, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme 
penyaluran dana zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah 
Covid-19? 2) Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam upaya pemanfaatan 
zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah Covid-19? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan 
metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
teologi normatif (syar‟i), yuridis, dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data 
dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik 
pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan mekanisme penyaluran dana zakat 
pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan 
oleh BAZNAS Kabupaten Bone dengan cara mensosialisasikan, menghimpun, dan 
menyalurkan dana zakat pendapatan yang di peroleh dari muzakki kemudian di 
berikan bantuan kepada para mustahik yang memenuhi  pensyaratan yang telah di 
tetapkan. Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat 
pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 sangat besar 
manfaatnya bagi masyarakat karena BAZNAS Kabupaten Bone sedikit demi sedikit 
mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga 
membantu ekonomi umat Islam di tengah wabah covid-19. 
Implikasi dari penelitian ini ialah: 1) BAZNAS Kabupaten Bone hendaknya 
mempercepat kerja sama dengan berbagai instansi, para tokoh agama, para Influencer 
daerah, dan berbagai akun sosial media yang berisi informasi kabupaten Bone untuk 
mengajak masyarakat mengeluarkan zakat pendapatan secara konsisten. 2) Seluruh 
pihak yang mengelola BAZNAS Kabupaten Bone secara konsisten harus terus 
menjadikan BAZNAS Kabupaten Bone mengalami peningkatan dalam pengelolaan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sehingga dapat membantu ekonomi 






A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat 
Indonesia. Umat Islam yang ada di Indonesia sekitar kurang lebih 87,5 % dari seluruh 
populasi masyarakat Indonesia berjumlah sekitar kurang lebih 227 juta penduduk. Ini 
merupakan jumlah yang begitu besar dan Negara dengan jumlah pemeluk agama 
Islam terbanyak di dunia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 
terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, 




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 
sesuai dengan syariat Islam.
2
 
                                                           
1Yani Rohmayani, “Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi 
Islam” Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam 1, no.1 (2018): h.21. 
2Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat,”dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kementerian 
Agama RI, 2013), h.100. 
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Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, pertama sebagai bentuk 
ketaatan kepada Allah swt dan yang kedua kewajiban terhadap sesama manusia. Jika 
ditinjau dari segi bahasa, kata zakat ialah berasal dari kata dasar (masdar) dan  zaka 
yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. 
3
 Zakat dari segi fikih berarti sejumlah 
harta tertentu diwajibkan oleh Allah Swt diserahkan terhadap orang yang berhak, 
disamping itu berarti telah mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah harta 
yang telah dikeluarkan dari kekayaan itu dikatakan sebagai zakat sebab yang 
dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan 
itu dari kebinasaan. Ibnu Tamiah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih 
dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.
4
 
Zakat sangat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat 
bukan hanya sebuah kewajiban, akan tetapi bahwa zakat dikelola dengan baik dan 
didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang lebih berhak. Sebagai contoh 
iyalah di daerah Yaman, yang menjadi salah satu wilayah kekuasaan Khalifah Umar 
bin Khattab. Pada masa itu, yang terjadi bahwa kesejahteraan umat tersebar merata, 
sehingga secara ekonomi tidak ada warga yang berhak menerima zakat. Adapun pada 
masa setelahnya, yaitu pada periode daulah Bani Umayah yang salah satu 
                                                           
3Sony Santoso dan Rinto Agustino, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional (Yogyakarta: 
Deepublish, 2018), h.1. 
4Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h.34; dikutip dalam Sony 
Santoso dan Rinto Agustino, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.1 
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khalifahnya, Umar bin Abdul Aziz, yakni hanya sekitar dua tahun (99-101 H), telah 
berhasil untuk mensejahterakan masyarakatnya dari dana zakat, infak, dan sedekah.
5
 
Zakat berpengaruh dalam perilaku masyarakat sehingga masyarakat selalu 
bersikap iklas dan dermawan, menjaga jiwa agar percaya diri dan selalu beramal, 
saling memahami dan saling menolong. Selain itu, zakat juga mempengaruhi pada 
jiwa seseorang sehingga meringankan adanya rasa benci dan iri dari para fakir 
miskin, menghilangkan ketakutan, keresahan, dan dapat melakukan pekerjaan dengan 
tenang walaupun terdapat hal tak terduga.
6
 Dengan adanya zakat memberikan 
hubungan yang baik antar mereka yang memberikan zakat dan menerima zakat. Oleh 
karena itu, zakat dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu atau 
dapat dikatakan lemah dalam ekonominya. Adanya pengelolahan zakat yang 
dilakukan oleh suatu lembaga dengan program-program yang tepat sasaran diberikan 
kepada masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan maka dapat mengubah 
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.  
BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola zakat yang ada di Indonesia. 
BAZNAS sendiri ialah Badan Amil Zakat Nasional yang diangkat dan ditunjuk oleh 
pemerintah non struktural untuk mengelola dana zakat yang beredar di masyarakat, 
kemudian mengenai penempatannya terbagi menjadi pusat dan daerah. BAZNAS 
                                                           
5Setiawan Budi Utomo, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan 
Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Layak Hidup (KHL) Provinsi (Cet. 1; Bandung: Mizania, 2009), 
h.16. 
6Abdul Al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah 
(Cet. 1; Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.135. 
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pusat merupakan nama untuk penempatan di pusat sedangkan BAZNAS wilayah 
yang kedudukannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota  merupakan nama untuk 
penempatan daerah.
7
 Dengan adanya penempatan BAZNAS bukan hanya dipusat 
melainkan ada juga di daerah-daerah, maka dana yang terhimpun dari perorangan, 
kelompok, instansi atau suatu organisasi dapat disalurkan lebih cepat kepada 
masyarakat yang berhak menerima zakat. 
Profesi merupakan pekerjaan yang memiliki kemampuan dalam suatu 
keahlian dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam bahasa arab, 
profesi dikenal dengan istilah al-mihn, bentuk jamak dari al-mihnah yang berarti 
pekerjaan atau pelayanan. Adapun menurut Yusuf Qardawi, menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan 
berupa uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha itu dilakukan sendiri, tanpa 
bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti 
pemerintah, perusahaan swasta, ataupun dengan perorangan dengan memperoleh 
upah, gaji, atau honorarium.  Jadi, yang dimaksud dengan zakat profesi atau yang 
dikenal zakat pendapatan ialah zakat yang dikenakan terhadap pada pekerjaan atau 
suatu keahlian professional tertentu yang dilakukan secara individu ataupun 
                                                           
7Ahmad Hudaifah, dkk. Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia (Surabaya: Scopindo Media 
Pustaka, 2020), h.13-14. 
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dilakukan bersama lembaga atau orang lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) 
yang telah memenuhi nisab (batas minimum untuk dapat melakukan zakat).
8
 
Perkembangan profesi masyarakat sekarang seperti Konsultan Hukum atau 
advokat, notaris, dosen atau guru, dokter, arsitek, anggota dpr, konsultan manajemen 
dan lain-lain sebagainya maka potensi zakat pendapatan cukup besar dan memiliki 
fungsi sosial untuk membantu kepada masyarakat yang kurang mampu. Zakat 
pendapatan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan 
masyarakat kurang mampu saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 mulai masuk di 
Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas 
bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memberikan dampak 
pada sektor perekonomian. Bukan hanya di perekonomian masyarakat untuk 
pendapatan kalangan atas saja, tetapi juga membuat masyarakat kalangan menengah 
dan bawah mengalami kesulitan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan 
penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilaksanakan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bone dengan 
judul “Pemanfaatan Zakat Pendapatan Sebagai Bantuan Ekonomi Umat Di 
Tengah Wabah Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Bone”. 
                                                           




    
 
 
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 1. Fokus Penelitian 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 
keluar dari pokok permasalahan, oleh karena itu peneliti memfokuskan pada 
“Pemanfaatan zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah 
Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone”. 
 2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dapat di deskripsikan bahwa, penelitian 
ini di batasi pada “Pemanfaatan zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di 
tengah wabah Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone”. Untuk menghindari hal-hal 
yang tidak di inginkan dan memberikan pemahaman lebih jelas maka penulis terlebih 
dahulu memberikan pengertian judul skripsi, yaitu: 
a. Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang beragama Islam dari 
penghasilan profesinya jika telah mencapai nisab. Misalnya, dosen, advokat, 
dokter, notaris, artis dan sebagainya. 
b. Bantuan ekonomi umat adalah sejumlah uang yang berasal dari zakat diterima 
oleh masyarakat beragama Islam yang kurang mampu dari segi ekonominya. 
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c. Di tengah wabah Covid-19 yaitu situasi saat ini terdapat penyakit virus corona 
(Covid-19) yang merupakan penyakit menular, dapat menyebabkan kematian dan 
telah menyebar secara luas di dunia. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan penulisan skripsi ini, 
penulis merumuskan masalah terkait: 
1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pendapatan sebagai bantuan 
ekonomi umat di tengah wabah Covid-19? 
2. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam upaya pemanfaatan 
zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah Covid-
19? 
D. Kajian Pustaka 
Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan sebagai 
berikut:  
 Pertama, tesis Abid Al Mahzumi “Peran zakat produktif dalam upaya 
peningkatan pendapatan mustahik (Study kasus di BAZNAS Kota Semarang)”, tahun 
2019 . Tesis ini merupakan acuan pertama penulis karena yang dijelaskan dalam tesis 
ini berkaitan dengan masalah pokok yang akan diteliti.  Dalam tesis ini di jelaskan 
mengenai peran zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS 
Kota Semarang. Pelaksanaan zakat produktif pada penelitian ini dilaksanakan dengan 
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baik melalui program yang sudah di bentuk dan dengan adanya program tersebut 
maka para mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan dalam usaha mereka. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 
pada penelitian tersebut berfokus pada peran zakat produktif sebagai peningkatan 
pendapatan oleh BAZNAS Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan berfokus pada pemanfaat zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat 
dengan situasi pada saat wabah Covid-19 oleh BAZNAS Kabupaten Bone. 
Kedua, skripsi Dahliah yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi (Studi 
Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makassar”, 
tahun  2014. Skripsi ini juga merupakan acuan berikutnya karena dalam skripsi ini 
menjelaskan tentang implementasi zakat profesi dan  lembaga amil zakat nasional 
(LAZNAS) PKPU cabang Makassar telah membentuk unit pengumpulan zakat yang 
kemudian unit pengumpulan zakat tersebut yang mengumpulkan semua dana zakat 
profesi yang kemudian di transfer ke rekening LAZNAS PKPU cabang Makassar. 
Dengan adanya sosialisasi kepada masyakarat beserta lembaga menjadikan 
implementasi zakat profesi yang dilakukan oleh LAZNAD PKPU cabang Makassar 
berjalan dengan lancar. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu 
terletak pada tujuan penelitian yang dimana pada penelitian tersebut mengarah pada 
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implementasi zakat profesi dan penelitian yang akan dilakukan mengarah pada 
pemanfaat zakat pendapatan kepada bantuan ekonomi umat. 
Ketiga, skripsi Risnawati “Kajian Pengelolaan dan penyaluran di BAZNAS  
Provinsi Sulawesi Selatan”, 2018. Pada skripsi ini membahas tentang pengumpulan, 
pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Selatan dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada  pada 
undang-undang dalam pengelolaan zakat. 
Untuk perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada 
objeknya. Pada penelitian tersebut berfokus pada dana zakat secara keseluruhan baik 
itu dari zakat fitrah ataupun zakat mal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
berfokus pada zakat pendapatan. 
Keempat, pada buku  Qodariah Barkah, dkk “Fikih Zakat, Sedekah, dan 
Wakaf”, 2020. Pada buku ini menjelaskan mengenai selek beluk zakat dan 
pemahaman tentang  sedekah dan wakaf. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus 
penelitiannya, pada buku tersebut berfokus mengenai sejarah pensyariatan 
zakat,manajemen dan organisasi zakat, macam-macam zakat, sedekah, dan wakaf. 
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada zakat pendapatan. 
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Kelima, pada buku Didin Hafidhuddin “Zakat dalam perekonomian modern”, 
2002. Buku ini menjelaskan mengenai pemahaman sumber-sumber zakat di era 
modern ini dan lembaga-lembaga yang mengatur pengelolaan zakat. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 
pada penelitian tersebut membahas mengenai sumber-sumber zakat dan pemahaman 
mengenai zakat modern. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus 
mengenai pemanfaatan zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyaluran dana zakat 
pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah Covid-19 di 
BAZNAS Kabupaten Bone. 
2. Untuk mengetahui dan memahami peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam 
upaya pemanfaatan zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di 
tengah wabah Covid-19. 
Berdasarkan pada perumusan masalah, maka kegunaan dari perumusan 
masalah adalah sebagai berikut. 
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1. Kegunaan teoritis, dengan adanya penelitian ini  diharapkan bermanfaat 
menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme  
pemanfaatan dana zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat yang 
dilakukan di BAZNAS. 
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan 
infomasi yang faktual yang berkaitan tentang pemanfaatan zakat pendapatan 
sebagai bantuan ekonomi umat dan bermanfaat untuk umat Islam yang ingin 







A. Pengertian Zakat 
Secara bahasa, Zakat ( زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar َ  زكي
(bersih). Jika diterjemahkan zakat berarti “barakah” tumbuh, suci atau bersih dan 
maslahah. Zaka berarti tumbuh dan berkembang, adapun orang yang dikatakan Zaka 
berarti orang itu baik. Zakat dalam kitab-kitab fikih, diartikan sebagai  suci, tumbuh, 
berkembang, dan berkah. Dari pengertian zakat ini jika dihubungkan dengan harta, 
sesuai dengan  Islam bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan tumbuh dan 
berkembang, suci serta berkah.
1
 
Berdasarkan pengertian zakat menurut bahasa, timbul beberapa makna, yaitu: 
a) Dengan berzakat secara tidak langsung bahwa telah menabung amal di akhirat 
dan untuk di dunia dapat dirasakan langsung oleh penerima zakat. 
b) Dengan berzakat akan menambahkan rasa kebaikan dan silatuhrahmi anatara 
orang yang melakukan zakat dan orang yang menerima zakat. 
c) Akan membersihkan sikap egois dalam jiwa seseorang yang berzakat.2 
                                                           
1Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya (Cet. 1; Bogor: CV. 
Anugrahberkah Sentosa, 2017), h.4. 
2Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya, h. 5. 
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Zakat menurut istilah ialah sebutan pada bentuk pengambilan sesuatu dari 
harta tertentu berdasarkan sifat-sifat yang telah ditetapkan dan diperuntukkan 
golongan tertentu pula atau kadar yang telah di tetapkan terhadap kepemilikan harta 
tertentu dalam hitungan waktu khusus yang didistribusikan kepada pihak tertentu.
3
 
Zakat adalah ibadah Maliyyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi sangat 
penting, strategis dan menetunkan, baik dilihat dari ajaran Islam ataupun 
pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang terdiri dari hablum 
minallah (vertikal) yaitu bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan hablum minannas (horizontal) yaitu 
menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial sehingga membangun 
hubungan baik antara pemberi zakat dan penerima zakat.
4
 
Zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan dan sekaligus 
penyucian diri. Secara teknis, zakat diartikan sebagai penyucian  harta yang dimiliki 
oleh seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kayak sebagiannya kepada 
kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma.
5
 
Makna fikih, pengertian zakat itu sendiri adalah menurut berbagai pandangan 
ulama pada dasarnya hampir sama, yaitu zakat merupakan pengeluaran yang 
                                                           
3Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya, h. 7. 
4Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis ( Jakarta: Kementerian 
Agama RI, 2013), h. 1-12. 
5Yasin Ibrahim al-ASyaikh,  Zakat, The Third Pillar of Islam, terj Wawan S. Husin dan 
Danny Syarif Hidayat, Cara Mudah Menuaikan Zakat:  Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan 
Puasa Ramadhan (Bandung: Pustaka Madani, 1998), h.35. 
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diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu dan 
bagaimana zakat itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6
 Jika dirumuskan, 
zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang 
memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-
syarat tertentu yang di maksud diatas adalah nisab, kadarnya, dan haul.
7
  
 Zakat merupakan salah satu dari dari rukun Islam dan menjadi ibadah pokok. 
Zakat berati mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu yang telah diwajibkan oleh 
Allah swt, dengan kadar yang ditentukan dan telah memenuhi rukun dan syarat dari 
zakat, kemudian diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang masuk kategori 
berhak menerimanya. Dari dana zakat tersebut dapat digunakan untuk membantu 
orang-orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
B. Dasar Hukum Zakat 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadis 
sebagai sumber primer.
8
 Dasar hukum zakat dalam al-Qur‟an yaitu terdapat 32 buah 
kata zakat (الزكاة), dan dengan menggunakan kata sinonim dengannya ( sadakah dan 
                                                           
6Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara 
(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2016), h.58. 
7Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Cet. 1; Jakarta: Universitas 
Indonesia(UI-Press), 1988), h.39. 
8Supardin, “Produk Pemikiran Islam di Indonesia”, Al-Qadau 4, no.2 (2017): h. 224. 
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infak) yaitu ssebanyak 82 kali diulang dalam al-Qur‟an.
9
 Berikut dikemukakan dalil 
kewajiban zakat: 
a. QS al-Taubah/9: 103 
ُْمْۗ َواللُّٰ  ُرُهْم َوتُ زَكِّْيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْمْۗ ِانَّ َصٰلوَتَك َسَكٌن ِلَّ ْيٌل َعِلْيمٌ ُخْذ ِمْن اَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ َِْ   
Terjemahnya: 
 “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 




Makna kata membersihkan adalah zakat membersihkan mereka dari kekikiran 
dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Sedangkan makna kata menyucikan yaitu 
zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan 
harta mereka
11
. Adapun maksud dari zakat ialah memperbaiki dan menjaga keadaan 
mereka dari sifat kikir dan sejenisnya.
12
 
b. QS al-Baqarah/2: 43 
ٰلوَة َوٰاُتوا الزَّٰكوَة َوارَۡكُعۡوا َمَل الرِّٰكِعۡيَ َواَِقۡيُموا   الصَّ  
                                                           
9Abdurrachman Qadir, Zakat: (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial), (Cet.2; Jakarta:PT 
RajaGrafindo Persada, 2001), h.43. 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: Dinamika Cahaya Pustaka, 
2017), h.203. 
11Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, h.203. 
12Musthafa Dib Al-Bugha, Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib( Damaskus: 
darul Musthafa, 2009), terj. Toto Edidarmo, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi‟i: Penjelasan Kitab Matan 
Syuja‟ dengan Dalil Al-Qur‟an dan Hadis (Jakarta: Penerbit Noura, 2018), h.193. 
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Terjemahnya: 




c. QS al-Rum/30: 39 
ْن رًًِّب لِّيَ ْربُ َو۠ا ِفْٓ اَْمَواِل النَّاِس َفََل  ُتْم مِّ َك ُهُم َوَمآ ٰاتَ ي ْ ىِٕ
ٰۤ
ْن زَٰكوٍة تُرِْيُدْوَن َوْجَه اللِّٰ فَاُوٰل ُتْم مِّ يَ ْربُ ْوا ِعْنَد اللِّٰ َۚوَمآ ٰاتَ ي ْ
 اْلُمْضِعُفْونَ 
Terjemahnya: 
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 




Selain dari al-Quran, zakat juga disebutkan dalam hadis Rasulullah saw, 
sebagai berikut:  
:لَْيَس ِفيَماُدوَن ََخِْس َذْوٍدَصَدَقٌة َولَْيَس ِفيَماُدوَن ََخِْس ملسو هيلع هللا ىلص َسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن اَ ِب 
  اََواٍق َصَدَقٌة َولَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْسِة اَْوُسٍق َصَدَقةٌ 
Artinya: 
“1558. Dari Abu Daud Said Al Khudri, dia berkata, “Rasulullah saw bersabda, 
Pada harta (hewan) yang kurang dari lima ekor unta tidak terdapat zakat, dan 
pada harta (emas dan perak) yang kurang dari lima “awaq” tidak terdapat 
zakat, dan pada harta (hasil pertanian) yang kurang dari lima “wasaq”  tidak 
                                                           
13Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, h.7. 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, h.408.  
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2. Hukum Nasional 
Hukum nasional merupakan hukum modern dengan karakteristiknya. Hukum 
nasional adalah hukum tertulis, diwakili oleh personel yang profesional di bidangnya, 
didukung oleh kekuasaan yang monopolistik yang mengatur, dan tidak ada kekuasaan 
politik lain yang boleh menandinginya.
16
 Pada kenyataanya adalah kini umat Islam 
telah memiliki peraturan perundangan dalam hukum nasional yang terkait dengan 
hukum Islam.
17
 Adapun peranan dari hukum Islam dalam pembangunan hukum 
nasional adalah sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan sebagai 
hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Zakat yang 
berasal dari hukum Islam telah berlaku secara khusus dalam hukum positif, sebagai 
berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
                                                           
15Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, terj. Tajuddin Arif, dkk, 
Shahih Sunah Abu Daud (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h.597.  
16Ahkam Jayadi, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”, Jurisprudentie 4, no.2 (2017): h. 13. 
17Darussalam Syamsuddin, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”, Al-Qadau 2, no.1 
(2015): h. 12. 
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c. Peraturan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 
Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta 
Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. 
d. Peraturan Badan Amil zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, 
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional 
Kabupaten dan Kota. 
e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. 
 
C. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat 
Dalam pelaksanaannya, zakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan syarat dan 
rukunnya, yaitu sebagai berikut: 
1. Syarat Wajib Zakat 
Dalam pelaksanaan zakat, harus diketahui bahwa zakat mempunyai beberapa 
syarat wajib dan syarat sah. Adapun menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat 
adalah Islam, baligh, Merdeka, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan 
mencapai haul. Untuk syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai 
pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada 
penerimanya. Berikut ini penjelasan tentanf syarat wajib zakat. 
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a. Islam 
Secara umum, zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pada zakat 
fitrah diwajibkan untuk seluruh umat Islam dan tanpa kecuali, sedangka pada 
zakat maal itu sendiri hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu  dan sudah 
memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak alasan bagi 
umat Islam yang mampu untuk tidak menuaikan zakatnya jika telah memenuhi 
syarat dan rukun zakat. 
b. Merdeka 
Hamba sahaya tidak wajib atas zakat, hal ini di karena mereka tidak memiliki 
hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat itu diwajibkan kepada tuan dari hamba 
sahaya karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat mengenai 
zakat bahwa tidak ada kewajiban untuk harta milik seorang hamba sahaya, baik 
atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, sebab harta milik 
hamba sahaya tidak sempurna. Hakikatnya zakat hanya diwajibkan kepada harta 
yang kepemilikanya oleh seorang secara penuh. Milik penuh berarti dari hasil 
usaha pribadi ataupun bukan pula milik bersama. 
c. Baligh dan Berakal 
Baligh dan berakal merupakan dua syarat yang berbeda. Para fuqaha mengartikan 
baligh sebagai telah sampai usia dewasa, maksudnya ialah sudah mengerti dan 
mengetahui dengan harta yang dimilikinya. Dari mana hartanya di dapatkan, 
bagaimana cara memanfaatkan, harta mana yang harus dikeluarkan zakatnya, 
mengetahui dimana seharusnya  membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan 
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yang dimaksud dengan berakal adalah tidak dalam keadaan hilang akal atau 
dikatakan gila. Selain itu,juga ada yang mengartikan bahwa mereka yang belum 
baligh (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, seperti halnya orang 
dewasa, karenanya ada yang menseiringkan kedua syarat tersebut.  
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati 
Islam mengatur harta-harta apa saja yang terkena wajib zakat. Oleh karena itu, 
dari harta yang dimiliki tidak semua terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis 
harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya. Pemahaman 
mengenai zakat saat ini sudah mengalami perkembangan, yang berawal dari 
sejarah keberadaan zakat itu sendiri. Contohnya seperti harta zakat diharapkan 
tidak hanya bersifat komsumtif. Tetapi juga diharapkan menjadi harta yang 
produktif. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan 
dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahiq. Oleh karena itu harta zakat 
dapat dimanfaatkan secara berlanjut (terus menerus) sehingga diharapkan kepada 
mustahiq untuk mampu mengelola usaha yang produktif dari dana zakat yang 
telah diterima sehingga tidak lagi menjadi mustahiq namun bisa berubah menjadi 
muzaki. 
e. Telah mencapai nisab 
Nisab merupakan batas minimal dalam wajib zakat pada harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya. Penentuan hishab adalah ketetapan ajaran Islam dalam 
rangka mengamankan harta yang dimiliki oleh muzaki. Jika seseorang telah 
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memiliki harta yang jumlahnya telah mencapai pada batas minimal, maka yang 
bersangkutan, bila syarat lainnya telah terpenuhi, dikenakan kewajiban berzakat. 
f. Milik penuh 
Harta yang kepemilikannya secara integral ataupun keseluruhan dan di tangan 
sendiri merupakan milik penuh. Oleh karena itu, individu yang mempunyai 
sesuatu namun tidak memegangnya seperti harta yang hilang, aset yang disita 
oleh pemerintah, aset yang masih berada di orang lain dan lain sebagainya tidak 
wajib dizakati. Termasuk juga harta warisan yang belum di bagi atau usaha milik 
bersama. Adapun untuk usaha milik bersama atau perusahaan yang dimiliki oleh 
umat Islam, jika adanya kesepakatan bersama diantara semua pemilik maka 
usaha atau perusahaan milik bersama itu boleh saja mengeluarkan zakat. 
g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun 
Jika telah mencapai setahun maka harta wajib dizakati. Apabila seseorang sudah 
mencapai nisab pada permulaan tahun, setelah itu harta tersebut tetap utuh 
hingga berakhirnya tahun tersebut, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. 
Zakat juga diwajibkan pada harta yang berkurang pada saat pertengahan tahun, 
tetapi utuh kembali pada akhir tahun. 
Perlu diingat bahwa jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai 
nisabnya, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib 
zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan 
bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya. 
h. Tidak dalam keadaan berhutang 
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Jika seseorang mempunyai harta yang kemudian secara syarat dan rukun zakat 
telah dapat dikeluarkan, akan tetapi jika yang bersangkutan memiliki hutang, 
maka tidak berhak wajib zakat sebelum menunasi hutang tersebut.
18
 
2. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat 
Adapun untuk syarat sahnya salam pelaksanaan zakat sebagai berikut. 
a. Niat 
Niat sebagai syarat pertama dan utama yang hendak diucapkan pada  pelaksanaan 
ibadah, temasuk juga pada melaksanakan zakat. Para fuqaha bersepakat 
bahwasanya niat adalah syarat utama untuk pelaksanaan ibadah. Pendapat ini 
sesuai pada sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya seebagai berikut “Pada 
dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat…”, sebab hal itulah, niat 
diutamakan dalam melaksanakan ibadah. Apabila niat pun salah, ibadah yang 
hendaknya mendapat pahala malah bisa jadi mengakibatkan mendapat dosa 
sebab niat yang salah. 
b. Tamlik 
Syarat sahnya pelaksanaan zakat berikutnya adalah tamlik, sebagai harta yang 
dikeluarkan zakat diberikan kepada mustahik. Oleh karenanya, seseorang tidak 
boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Pada 
mazhab hanafi, zakat tidak boleh diserahkan kepada orang yang gila atau anak 
kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang serahkan tersebut diambil 
                                                           
18Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, h.34-39. 
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oleh orang yang berwenang mengambilnya. Misalnya Ayah, orang yang diberi 
wasiat, atau yang lainnya.
19
 
3. Rukun Zakat 
Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam menuaikan zakat.  
Adapun rukun zakat itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), 
dengan melepaskan kepemilikannya kemudian menjadi milik dari orang lain dan 
menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu imam 
atau amil zakat (orang yang bertugas sebagai pemungut zakat).
20
 Yang menjadi rukun 
disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang-orang yang 
berzakat, orang yang menerima zakat, dan harta yang dizakatkan.
21
  
a. Orang yang berzakat atau muzzaki adalah orang yang beragama Islam, berakal, 
telah baligh, dan memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan 
zakatnya. Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak memenuhi pensyaratan dari 
berzakat, maka tidak di wajibkan untuk berzakat. 
b. Orang yang menerima zakat merupakan orang yang berhak untuk menerima 
zakat tersebut, seperti orang fakir  dan orang miskin yaitu orang-orang yang tidak 
memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya, amil adalah 
orang yang bertugas untuk mengurus dana zakat, muallaf adalah orang-orang 
                                                           
19Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, h.39-40 
20Bank Indonesia, pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara 
(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2016), h.82. 
21Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.1; Bogor: Kencana, 2003), h.40. 
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yang baru saja masuk Islam dan memerlukan dana, riqab yaitu untuk kepentingan 
memerdekakan budak, gharimin yaitu orang-orang yang dililit hutang dan tidak 
mampu melepaskan hutangnya selain di bantu dengan bantuan luar, sabilillah 
adalah dalam jalan Allah untuk menegakkan syiar agama, dan ibnu sabil adalah 
orang-orang yang melakukan perjalanan, kehabisan  biaya dalam perjalanannya 
dan membutuhkan bantuan dari luar.
22
 
c. Harta yang dizakatkan merupakan harta milik secara sempurna dari yang 
berzakat, harta yang baik, telah mencapai nisabnya, dan telah tersimpan selama 
satu tahun atau haul. Hal ini adalah syarat umum dari yang berlaku dari 





D. Macam-Macam zakat 
Macam-macam zakat yang ada di Indonesia, telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 Ketentuan 
Umum pasal 4, yakni zakat mal dan zakat fitrah.
24
  
1. Zakat Mal 
                                                           
22Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, h.49. 
23Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, h.40. 
24Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat,” dalam Mardani, Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia (Cet. 2; 
Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), h.512. 
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Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang bersumber dari 
harta berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; 
perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; 
pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.  
a. Emas, perak dan logam mulia memiliki fungsi sebagai perhiasan dan dapat 
dijadikan sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu serta masuk 
dalam kategori wajib zakat.  Syarat utama zakat emas, perak dan logam mulia 
lainnya adalah mencapai nisabnya dan telah berlalu selama satu tahun. Adapun 
nisab dari zakat emas yaitu 20 misqal atau 20 dinar yang sama dengan 85 gram 
emas, sedangkan nisap dari zakat perak yaitu 200 dirham sama 595 gram perak 
dan apabila telah mencapai nisab tersebut, maka seseorang mengeluarkan 
zakatnya sebesar 2,5%.
25
 Hal ini berlaku juga pada harta simpanan lainnya 
seperti saham, uang, surat berharga lainnya apabila telah mencapai nisab setara 
dengan emas 85 gram dan memilikinya selama setahun. 
b. Harta perdagangan atau perniagaan merupakan harta yang dimiliki dengan akad 
tukar menukar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Harta yang 
dimilikinya harus merupakan hasil dari usahanya sendiri. Semua harta yang 
dijualbelikan atau diperdagangkan dalam berbagai jenis dan telah mencapai 
selama satu tahun serta semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang 
dari nisab yang ditentukan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Untuk nisab dari 
                                                           




     
 
harta perdagangan adalah seperempat puluh atau sama dengan 2,5 % harta 
barang dagangan. Kebanyakan dari para fuqaha sepakat bahwa nisab dari harta 
perdagangan disetarakan dengan 85 gram emas dan 200 dirham atau 595 gram 
perak. Sehingga untuk penetapan nilai aset telah mencapai nisab dalam zakat 
harta perdagangan  ditentukan pada akhir masa haul.
26
 
c. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis 
seperti buah-buahan, sayur, biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias dan lain 
sebagainya. Hasil pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya adalah tamanan 
yang telah mencapai nisabnya, yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah 
dan hasil pertanian itu termasuk makanan pokok (beras, jagung, gandum dan 
kurma). Untuk hasil pertanian selain makanan pokok (buah-buahan, sayur dan 
sebagainya) disetarakan dengan nisab dari makanan pokok yang paling umum di 
daerah zakat tersebut dilakukan. Kadar dari zakat hasil pertanian, berbeda karena 
hal ini dipengaruhi oleh jenis pengairannya. Semua ulama mazhab sepakat 
mengenai kadar dari zakat pertanian yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh 
atau sepuluh persen (10%), apabila tanaman tersebut disiram oleh air hujan atau 
air dari aliran sungai. Akan tetapi, jika disiram dengan air yang irigasi yaitu 
dengan cara membayar dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen 
(5%) zakat hasil pertanian tersebut.
27
 
                                                           
26Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h.89. 
27Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h.85-86. 
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d. Wajib zakat terhadap binatang ternak jika telah memenuhi pensyaratan yang 
telah ditentukan, yaitu telah sampai nisabnya sesuai dengan mencapai kuantitas 
tertentu yang telah ditetapkan hukum syara‟. Telah dimiliki selama satu tahun, 
hal ini sesuai dengan praktik yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad 
saw, dan para Khulafaur-rasyidin. Ternak yang digembalakan, maksudnya adalah 
ternak tersebut mendapatkan makanan tidak sepenuhnya dari pemiliknya karena 
ternak dilepas di lapangan penggembalaan terbuka. Ternak digunakan untuk 
keperluan pribadi pemiliknya atau dipekerjakan seperti membajak tanah 
pertanian, dijadikan sebagai alat transportasi dan sebagainya. Ternak yang wajib 
dizakati seperti unta, sapi, kuda, kecuali kuda tunggangan, kerbau, domba, 
kambing, biri-biri atau hewan kecil serta jenis lainnya, tetapi dikecualikan hewan 
yang diharamkan oleh agama seperti anjing dan babi.
28
 
e. Barang tambang merupakan segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan 
memiliki nilai ekonomi. Barang tambang yang dimaksud seperti emas, perak, 
minyak bumi, besi, aspal, dan sebagainya. Barang tambang termasuk dalam 
wajib zakat jika telah memenuhi pensyaratan yang ditetapkan. Adapun 
pensyaratan dari barang tambang adalah didapatkan dengan cara yang baik dan 
hahal, sehingga barang tambang yang di dapatkan dengan cara yang haram, maka 
zakat dari barang tambang tersebut tidaklah wajib. Barang tambang merupakan 
milik penuh, artinya kepemilikan tersebut berada di bawah kontrol dan didalam 
                                                           
28Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekat, dan Wakaf, h. 76. 
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kekuasaan pemiliknya secara penuh. Barang tambang tidak ditentukan haulnya 
dan wajib dilekuarkan zakatnya ketika barang itu telah digali. Untuk nisab dari 
barang tambang  sama dengan emas, perak dan harta perniagaan yaitu 20 mitsqal 
(20 dinar) atau 200 dirham yang sama 90 gram emas atau 600 gr perak.
29
 
f. Rikaz (barang temuan) berasal dari kata rokaza, yarkazu yang berarti 
tersembunyi. Rikaz merupakan harta atau barang yang terpendam dalam bumi 
atau disebut harta kartun. Rikaz adalah barang yang ditemukan  dalam keadaan 
jadi sehingga tidak perlu tenaga untuk mengelolanya. Rikaz tidak memiliki syarat 
atas mencapai haulnya, namun  barang temuan itu wajib dikeluarkan zakatnya 
jika pada saat waktu didapatkan dan telah sesuai dengan pensyaratan dari zakat 
rikaz. Adapun untuk nisab dari zakat rikaz adalah seperlima atau 20%.
30
 
2. Zakat Fitrah 
Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat mal, karena pada zakat 
fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan dalam zakat mal merupakan zakat 
harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap 
umat muslim baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Orang yang diwajibkan atas 
zakat fitrah merupakan orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat dari zakat 
fitrah. Adapun syarat-syarat dari zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam, lahir 
sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan pada bulan ramadhan, dan 
                                                           
29Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h. 97-98. 
30Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h.101. 
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memiliki kelebihan atas harta yang di miliki untuk keperluan makanan dirinya sendiri 
serta untuk yang wajib dinafkahinya. Untuk waktu pembayaran zakat fitrah adalah 
awal ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan.  
E. Zakat Pendapatan 
1. Pengertian Profesi dan Zakat Pendapatan 
Dalam bahasa Arab, Profesi atau Professional dikenal dengan kata al-mihn 
yang merupakan bentuk jamak dari al-mihnah dan memiliki arti pekerjaan atau 
pelayanan. Sedangkan menurut istilah, kata profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan 
yang memiliki keahlian, pengetahuan dan keterampilan serta kepintaran. Adapun 
menurut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa profesi merupakan pekerjaan atau usaha 
yang mengasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha itu dilakukan 
sendiri, tanpa bergantung kepada oramg lain, maupun dengan bergantung kepada 
orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan 
dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium.
31
   
Pendapatan adalah hasil berupa penerimaan gaji dari  kemampuan seseorang 
dalam satu bidang atau lebih yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kepintaran 
sehingga dapat melakukan pekerjaan baik itu secara individu ataupun dengan orang 
lain. Adapun zakat pendapatan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil 
pekerjaannya atau penghasilannya (dari profesi yang tidak melanggar syariah) yang 
                                                           
31Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h.118. 
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sesuai dengan ketentuan cara mengeluarkan zakat pendapatan. Zakat pendapatan 
adalah bagian dari zakat mal yang memiliki kewajiban untuk dikeluarkan atas harta 
yang diperoleh dari penghasilan atau pendapatan. 
2. Dasar Hukum Zakat Pendapatan 
Dasar hukum zakat pendapatan berdasarkan pada perluasan cakupan makna 
lafaz yang terdapat dalam QS al-Taubah/9: 103, Q.S Al-Zariyat/51: 19, dan QS al-
Baqarah/2: 267 
َن اۡۡلَۡرضِ   َاۡخَرۡجَنا لَ ُكۡم مِّ
ُتۡم َوِمَّاٰۤ ا اَۡنِفُقۡوا ِمۡن طَيِّٰبِت َما َكَسب ۡ  اَي َُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنُ ۡوٰۤ
 ٰيٰۤ
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 




Ayat tersebut pada dasarnya bersifat umum, sehingga ulama membatasi 
pengertiannya terhadap harta atau usaha yang wajib dizakatkan, yakni harta emas dan 
perak, harta perdangan, hasil peternanakan dan pertanian. Adapun untuk hukum zakat 
pendapatan, lafaz diatas cakupannya luas sehingga meliputi segala sesuatu usaha 
yang halal dan menghasilkan harta atau uang. Dasar hukum berikutnya mengenai 
zakat pendapatan iyalah qiyas atau diartikan sebagai meyamakan zakat pendapatan 
dengan jenis zakat-zakat yang lain seperti hasil dari pertanian dan sebagainya. Allah 
                                                           
32Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, h.56. 
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mewajibkan mengeluarkan zakat hasil pertajian jika telah mencapai nisab 5 wasaq 
yang sejumlah 5 atau 10%.  Logikanya iyalah jika hasil pertanian saja sudah wajib 
zakat, maka profesi-profesi tertentu yang menghasilkan pendapatan lebih besar dari 
hasil pertanian itu juga wajib dizakatkan.
33
 
Dasar hukum zakat pendapatan sendiri berasal dari hukum Indonesia juga telah 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat yang dijelaskan bahwa Pasal 4  ayat 2 yang berbunyi “ Zakat mal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia 
lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. Pertanian, perkebunan, 
dan kehutanan; e. Peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. 
Pendapatan dan jasa; dan e. Rikaz.
34
  
3. Fatwa Ulama 
Peranan fatwa cukup signifikan dalam memberikan solusi terhadap kehidupan 
beragama, terutatama untuk menjawab persoalan-persoalam keagamaan kotomporer. 
Masyarakat dapat megetahui sesuatu yang harus dilakukan dengan fatwa. Fatwa 
merupakan jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu 
peristiwa, juga dapat berarti nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah. Fatwa 
memberikan kejelasan atau pengkongkritan terhadap umat manusia (khususnya umat 
                                                           
33Qodariah Barkah, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Waqaf, h.119-120. 
34Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat,” dalam Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia 
(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), h. 512-513. 
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Islam) dalam pemahaman, penalaran ajaran agama Islam dan sekaligus tata cara 
pengaplikasiannya. Konteks model fatwa tematik, berbagai hal siap saji. Akan tetapi, 
tidak dapat di pungkiri, bahwa fatwa telah menjadi solusi alternatif terhadap 
persoalan agama dan kemasyarakatan.
35
   
Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional pertama 
tentang zakat di Kuwait ( 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 
M) bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan bagi manusia adalah kegiatan yang 
berprofesi yang menghasilkan amal dan bermanfaat, baik profesi itu dilakukan secara 
individu, seperti arsitek, dokter, dan lain-lain, maupun dilakukan secara berkelompok 
atau bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai yang bekerja disuatu 
perusahaan atau instansi dan semua itu mendapatkan penghasilan pendapatan atau 
gaji. Para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait telah 
sepakat bahwa tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, 
meskipun mereka berbeda pendapat.
36
  
Ulama yang mendukung dengan zakat pendapatan, seperti Yusuf Qardawi 
yang merupakan ulama yang populer dengan zakat profesi. Yusuf Qardawi 
membahas zakat profesi dalam bukunya yan berjudul “Fiqh Zakat”. Jauh sebelum itu, 
sudah ada tokoh-tokoh ulama, Seperti Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu 
                                                           
35Abdi Wijaya, “ Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Konteporer (Studi Komparatif 
Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul masail NU)”, Mazahibuna: Jurnal 
Perbandingan Mazhab  1, no.2 (2019): 314. 




     
 
Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Sedangkan 
dalam Indonesia sendiri, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa 
semua penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sesuai dengan 
syaratnya dan pendapatan yang dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, upah, honorarium, 
jasa dan lain lain yang di peroleh secara halal. Baik itu pendapatan yang memiliki 
sifat rutin, seperti pegawai atau karyawan, pejabat negara, maupun yang tidak rutin, 
seperti pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh melalui 
pekerjaan yang bebas lainnya.
37
 Hukum Islam di Indonesia merespon dengan baik 
persoalan zakat pendapatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya fatwa ulama 




4. Nisab Zakat Pendapatan dan Cara Perhitungannya 
Membahas mengenai nisab dari zakat pendapatan tergantung dari sumber 
penghasilannya, apabila sumber penghasilan didapat dari pekerjaan sebagai pegawai 
atau golongan profesi semacamnya (menerima gaji), maka kadar zakatnya sebesar 
2,5%. Pembayaran zakat pendapatan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil 
Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan tahun 
2017 Di Seluruh Wilayah Indonesia: yang menetapkan nilai nisab zakat pendapatan 
di seluruh wilayah Indonesia tahun 2017 sebesar Rp. Rp. 5.240.000,- (lima juta dua 
                                                           
37Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h.124. 




     
 
ratus empat puluh ribu rupiah), zakat pendapatan ditunaikan pada saat diterima dan 
dibayarkan melalui amil resmi.
39
  Pembayaran zakat pendapatan dapat  dalam jangka 
waktu setahun, yaitu apabila pendapatan pegawai dalam jangka waktu setahun 
mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas), maka itu sudah wajib zakat. Oleh 




Nisab zakat pendapatan juga di sebut dalam Peraturan Menteri Agama 
Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Agama Nomor 52 Tahun 2014  Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat 
Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dalam 
pasal 26 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi: Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan 
puluh lima) gram emas. Dan ayat 2 berbunyi: Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 
2,5% (dua koma lima per seratus).
41
  
Penganalogikan zakat pendapatan ke zakat pertanian, maka nisabnya senilai 5 
wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti jika harga 
beras adalah Rp 4.000/kg, maka nisab zakat pendapatan adalah 520 dikalikan 4.000 
hasilnya jadi Rp 2.080.000. Namun harus diperhatikan karena rujukannya pada zakat 
                                                           
39
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Keputusan Ketua Badan Amil zakat Nasional 
Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah 
Indonesia”.  https://pid.baznas.go.id/peraturan/   ( 21 Mei 2021).  
40Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h.120-121. 
41Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 31 
Tahun 2019”, Website Sekretariat JDIH BPK RI, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130646 
/peraturan-menag-no-31-tahun-2019 (19 November 2020). 
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pertanian dengan waktu panen sekali setahun, maka pendapatan yang dibandingkan 
dengan nisab tersebut iyalah selama satu tahun.
42
 
Perhitungan zakat pendapatan dibedakan menurut dua cara: 
a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara 
langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil 
bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contohnya: Seseorang dengan 
penghasilan Rp. 3.000.000 tiap bulanannya, maka wajib membayar zakat 
sebesar: 2,5% x 3.000.000 = Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun. 
b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah 
dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh meraka 
yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 
1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap 
bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% x (1.500.000-1.000.000) = 
Rp 12.500 perbulan atau Rp 150.000 per tahun.
43
 
Jadi itulah nisab dari zakat pendapatan yang sebagaimana disebutkan apabila 
pengasilan dalam setahun mencapai nisab yang setara dengan emas 85 gram maka 
wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
                                                           
42Qodariah Barkah, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf , h,121. 
43Qodariah Barkah, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf , h.121-122. 
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F. Bantuan Ekonomi Umat 
1. Bantuan Ekonomi Umat 
Bantuan adalah sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang atau individu 
dengan tujuan membantu orang tersebut dan tidak mengharapkan balasan apapun.  
Pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pihak tertentu bertujuan untuk 
menyokong ekonomi pihak yang di bantu. 
Ekonomi adalah ilmu yang membahas hubungan antara manusia; oleh karena 
itu, ilmu ini sama halnya dengan ilmu hukum atau sosial. Ekonomi merupakan 
membahas hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan materill yang 
dinamik dengan sarana yang terbatas dan mempunyai kegunaan alternatif.
44
  
Ekonomi yang islami adalah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai 
dasar agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.
45
 Ilmu ekonomi Islam 
merupakan ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi 
mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup dalam Islam. Dalam Islam, 
kesejahterajaan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga 
dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dalam kerangka al-Quran atau Sunnah tidak 
seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka. 
                                                           
44Marsudi Djojodipura, Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan ( Cet. 1; Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia (UI-Press), 1994), h.1. 
45Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran”, El-Iqtishady 2, no.1 
(2020): h. 162. 
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46
 Sistem ekonomi Islam menganut asas Equilibrium, yaitu dengan “menjebatani” 
antara sikaya dan simiskin atau kelompok masyarakat borjois dengan masyarakat 
proletar melalui Konsep ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta waqaf.
47
 Perekonomian 
syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada amar makruf nahi 
mungkar dan diantaranya adalah karakteristik ekonomi Ilahiyyah, ahlak, 
kemanusiaan, keadilan dan keseimbangan, mewujudkan integritas muslim yang 
kaffah dan menguntungkan pemberdayaan ekonomi umat.
48
 
 Umat adalah sekolompok manusia yang disatukan oleh tujuan untuk 
mendirikan agama  serta terdorong untuk mendirikan Negara.
49
 Umat merupakan 
kelompok manusia (masyarakat) yang berdaulat dalam suatu bangsa atas wilayah 
dengan batas-batas geografisnya dan memiliki pemimpin atau pemerintahan dan umat 
juga berarti penganut atau pemeluk suatu agama. 
 Bantuan ekonomi umat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak pemberi 
zakat (muzakki) baik secara langsung ataupun melalui amil zakat untuk membantu 
penerima zakat (mustahik) dengan cara pemberian sejumlah uang atau semacamnya 
yang berasal dari dana zakat yang terkumpul. Adapun maksud dari pemanfaatan zakat 
                                                           
46Saefuddin Mubarok, Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip, dan Fakta ( Cet.1; Bogor: In 
Media, 2014), h.13-14. 
47Mahmudah Mulia Muhammad, “Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan 
Sosial”, El-Iqtishady 1, no.1 (2019): h.39. 
48Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian 
Sengketa Ekonomi”, Al-Qadau 5, no.2 (2018): h. 228. 
49At-Tiijani Abdul-Qaadir haamid, Ushulul-Fikris-Siyaasi fil-Qur‟aanil-Makki, terj. Abdul 




     
 
pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat ialah sejumlah uang yang diberikan oleh 
pemberi zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahik) baik secara langsung 
ataupun melalui amil zakat yang kemudian bermanfaat sebagai penyokong ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
2. Tujuan pemanfaatan zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat 
Islam dalam pandangan banyak pemikir, memiliki sistematika ajaran yang 
sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. Kehadiran Nabi 
Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan 




Sebagai salah satu dari rukun Islam, dengan mengeluarkan sebagian harta 
yang dimiliki sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka zakat dapat membersihkan 
diri dari sifat kikir dan menjadi ladang pahala sebab zakat adalah ibadah pokok yang 
merupakan kewajiban untuk umat muslim. Selain itu zakat merupakan ibadah yang 
bersifat sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada 
sifatnya individual, hal ini karenanakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat 
dirasakan oleh banyak orang.
51
 Sebagai ibadah ketaatan kepada Allah Swt, zakat juga 
membuat diri membentuk kesalehan sosial. Maksud kesalehan sosial yakni, 
                                                           
50Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia”,Al-Qadau 4, no. 2 (2017): h. 314. 
51Patimah, Muhammad Asri, “Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri 
Makassar Perpektif Hukum Islam (2019-2020)”, QadauNa 2, no.2 (2021): h. 218. 
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memunculkan kepekaan terhadap lingkungan sosial untuk membantu dan berbuat 
kebaikan. zakat merupakan salah satu potensi sumber dana yang ada saat ini dan 
menjadi instrumen untuk kesejahteraan masyarakat.  
Salah satu jenis zakat yaitu zakat pendapatan memiliki potensi ekonomi yang 
terpendam dan perlu dikembangkan dengan melalui lembaga-lembaga amil zakat 
sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan 
dalam masyarakat. Apalagi saat ini zakat pendapatan memiliki nilai yang tinggi 
karena sudah banyak masyarakat yang memiliki profesi dengan penghasilan tinggi 
dan dapat dikeluarkan zakat pendapatannya sehingga dapat dikelola oleh badan amil 
zakat yang kemudian di distribusikan kepada masyarakat yang berhak. Zakat 
pendapatan dapat menjadi salah satu dari sumber dan kekuatan ekonomi  untuk 
mengangkat kehidupan masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih baik. 
Dengan adanya pemanfaatan zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat 
akan membebaskan manusia terhadap sesuatu yang menghinakan martabat mulia 
manusia dan menjadikan kegiatan tolong menolong yang sangat baik. Allah 
mewajibkan zakat untuk umat Islam dan menjadikan zakat sebagai tiang agama 
sehingga zakat dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir, menghilangkan sifat dengki 
dan benci. Selain itu, zakat juga memberikan rasa tanggung jawab sosial. Pada saat 
zakat itu dikordinasikan dengan cara baik pada pengumpulan dan saat di distribusikan 
maka akan dirasakan rasa tanggung jawab kolektif. Zakat juga dapat menggerakan 
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ekonomi umat, sehingga pemanfaat zakat pendapatan sangat berguna untuk 
dimanfaatkan secara produktif dan akan mengangkat kesejahteraan masyarakat.
52
 
G. Wabah Covid-19 
Kasus misterius pertama kali dilaporkan di China, kota Wuhan pada tanggal 
18 Desember hingga 29 Desember 2019 dengan adanya lima pasien yang dirawat 
dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember hingga 3 
Januari 2020 kasus tersebut meningkat sesuai laporan bahwa terdapat 44 kasus, 
sehingga tidak sampai dalam satu bulan, penyakit tersebut telah menyebar di berbagai 
provinsi lain di China.
53
  
Sampel tersebut diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Pada awalnya 
penyakit tersebut dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-
nCoV), kemudian World Heald Organization (WHO) mengumumkan nama baru pada 
tanggal 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (Covid-19) yang disebabkan 
oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Pada 
tanggal 12 Maret 2020, yang kemudian WHO mengumumkan bahwa Covid-19 
sebagai pandemik.
54
 Hingga tanggal 29 Mei 2021, terdapat 168.599.045 kasus Covid-
19 yang terkonfirmasi, termasuk 3.507.477 kematian di seluruh dunia yang di 
                                                           
52Qodariah Barkah, dkk, Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf, h. 49-50. 
53Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal 
Penyakit dalam Indonesia 7, no.1  (2020): h. 45. 
54Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkinih”, h. 45. 
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 Sedangkan di Indonesia yang terkonfirmasi sebanyak 1.803.361 
kasus dengan 50.100 kasus meninggal.
56
 
 WHO menjelaskan bahwa coronavirus (Cov) merupakan virus yang 
menginfeksi sistem pernapasan dan infeksi virus tersebut dinamakan Covid-19. Virus 
corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Covid-19 
berawal dari China tepatnya kota Wuhan yang kemudian penyebaran virus corona ini 
sangat cepat menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. 
57
 
Masuknya Covid-19 di wilayah Indonesia di awal tahun 2020, pemerintah 
Indonesia merespon hal tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan seperti 
menerapkan pembatasan dengan kebijakan sosial distancing (jaga jarak sosial, 
menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 
meter). Kebijakan tersebut telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan 
orang di berbagai daerah Indonesia.
58
 
Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari karena 
dalam memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain 
sebagainya, manusia memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Sektor ekonomi 
                                                           
55World Health Organization (WHO), “Dasbor WHO Coronavirus (Covid-19)”, Website 
WHO, https://covid19.who.int/ ( 29 Mei 2021) 
56Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Info Khusus Covid-19”,  Website Direktorat 
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Journal of Education, Psychology and Counseling 2, no. 1 (2020): h. 149. 
58Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”, Baskara: 
Journal of Business and Entrepreneurship 2, no. 2 (2020): h. 83. 
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termasuk menjadi salah satu dampak dari Covid-19 karena adanya kebijakan 
pemerintah dengan memberlakukan PSBB yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020. Sehingga segala aktivitas perekonomian 
terbatasi. Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi 
adalah kejadian PHK di berbagai perusahaan. Banyak karyawan yang dirumahkan 
dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkut.
59
 Bahkan dampak dari Covid-19 
membuat banyak masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah mengalami kesusahan 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. 
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A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) yaitu, penelitian yang dilakukan secara sistematis 
dengan mengambil data di lapangan.
1
 Jenis metode penelitian yang digunakan penulis 
adalah metode penelitian kualitatif. 
 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan sistematis untuk 
melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata, bukan untuk menguji teori.
2
 
2. Lokasi Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kabupaten Bone dengan mengumpulkan dan mengelola data sebagai 
                                                           
1Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif: 
Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Yogyakarta: Deepublish, 
2020), h.4. 
2Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.6. 
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objek dari penelitian, mewawancarai langsung narasumber yang dinaungi Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.  
B. Pendekatan Penelitian 
Metode yang digunakan pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan teologi normatif (syar‟i) dan yuridis ialah pendekatan ini akan 
diteliti berdasarkan sumber hukum Islam, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur‟an, 
Hadist, pendapat para ulama dan ilmuan serta dengan bahan pustaka yang 
berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. 
2. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati 
kenyataan yang ada dilapangan. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data tersebut 
diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait 
dengan penelitian ini. Narasumber itu, yakni pengelola zakat di Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, mereka yang merupakan 
pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik). 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, 
tetapi melalui sumber lain dalam bentuk dokumen, buku, jurnal penelitian. 
Pada penelitian ini, peneliti mempelajari, membahas dan menelaah berbagai 
referensi yang diperoleh dan sesuai dengan materi penelitian. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang dilakukan untuk 
mendapatan data dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Observasi adalah peninjauan atau pengamatan secara cermat. Tujuan ini 
dilakukan sebagai pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan 
pencatatan secara sistematis terhadap realita atau kenyataan yang terjadi di 
lapangan. 
2. Wawancara adalah salah satu metode yang dilakukan dengan cara Tanya 
jawab secara lisan terhadap narasumber untuk memperoleh keterangan. Pada 
penelitian ini dilakukan wawancara kepada pihak dari Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dan beberapa mustahik yang du naungi 
oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone. 
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif  dengan 
melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain 
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 Peneliti mengumpulkan, pengelolaan, dan menyimpan data 
yang telah diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun alat-alat penelitian yang akan mendukung penelitian ini setelah 
memasuki tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah bahan yang di gunakan sebagai pengarah dalam 
wawancara untuk mengumpulkan data. 
2. Buku catatan adalah salah satu alat yang digunakan sebagai media pencatatan 
hasil wawancara agar lebih mudah untuk mengumpulkan data. 
3. Alat tulis, seperti pulpen yang digunakan sebagai merekam informasi dalam 
bentuk tulisan di buku catatan. 
4. Handphone, yaitu alat yang digunakan sebagai perekam suara ataupun 
mengambil gambar sebagai media dokumentasi. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan 
Teknis yang dilakukan ialah mengelolah data dengan cara memeriksa data-
data yang telah dikumpulkan kemudian melengkapi data-data yang kurang atau 
kosong, serta memperbaiki ketidakjelasan atau kesalahan data yang diperoleh. 
                                                           




    
 
2. Analisis data 
Analisis data merupakan proses pengklasifikasian atau pengkategorian, 
penyusunan dan menyatukan data agar dapat dapat menjawab permasalahan 
penelitian. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan 
berdasarkan data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, 
sebagai berikut: 
a. Reduksi data merupakan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data 
kasar yang diperoleh dari lapangan. Tujuan dari reduksi data ini iyalah memilah 
data-data kemudian membuang membuang data-data yang tidak perlu sehingga 
dapat menarik suatu kesimpulan. 
b. Penyajian data merupakan menampilkan data-data yang diperoleh dari lapangan 
dan bersifat naratif. 
c. Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam teknik analisis data yang 
memudahkan untuk menjelaskan alur dari suatu penelitian dan juga berfungsi 
menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
1. Triangulasi 
Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber-sumber. 
Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data serta memanfaatkan sesuatu yang lain 
untuk keperluan pengecekan dan untuk membandingkan terhadap data tersebut. 
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2. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan, berarti peneliti melakukan pengamatan yang lebih 








A. Profil BAZNAS Kabupaten Bone 
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bone 
Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda yang dimiliki 
oleh setiap Muslim. Dari satu segi, zakat adalah ibadah dan dari segi lain merupakan 
kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah 
sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena 
itu dinamakan zakat. Dan zakat berarti pensucian dan peningkatan. Ia adalah 
pensucian terhadap hati nurani dan menuaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Dari 
pengertian tersebut diatas, maka sangatlah penting untuk membentuk suatu lembaga 
atau badan yang dapat mewadahi masyarakat dalam menuaikan kewajiban. 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-
satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 
Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 
infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan 
pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai 
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lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung 
jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.  
BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal 
pengelolaan zakat yang beraskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 
kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat 
fungsi, yaitu: 
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
c. Pengendaliaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki 
kewenangan: 
a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 
b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS 
Kabupaten/ Kota, dan LAZ. 
c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. 
Berdasarkan kewenangan baznas tersebut, maka dibentuklah BAZNAS 
diberbagai kabupaten, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Bone. Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone merupakan lembaga resmi yang 
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dibentuk oleh pemerintah di Kota Watampone yang pengurusnya (unsur pimpinan) 
diangkat bupati Bone berdasarkan keputusan yang memiliki tugaas dan fungsi 
menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat Kota 
Watampone. 
BAZNAS Kabupaten Bone sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang 
bersifat mandiri, merencanakan, dan melaksanakan pengumpulan pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan 
kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone mempunya lima 
komisioner yang dipilih oleh BAZNAS pusat yang bertempat di Jakarta. Kelima 
komisioner tersebut tidak langsung terpilih begitu saja, melainkan melalui seleksi 
yang ketat. Pada awal pemilihan dikirmlah sepuluh nama kandidat calon komisioner 
BAZNAS Kabupaten Bone ke BAZNAS pusat untuk kemudian diseleksi berbagai 
tes, kemudian terpilihlah lima nama calon komisioner. Namun, dari kelima calon 
tersebut ada dua calon yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi komisioner 
BAZNAS, sehingga diajukan kembali dua calon kandidat untuk mengikuti seleksi 
pemilihan calon komisioner BAZNAS Kabupaten Bone. Setelah lusus dari berbagai 
tes dari BAZNAS pusat, terpilihlah lima komisioner yang sesuai dengan kriteria dan 
pensyaratan untuk menjadi ketua dan para komisioner BAZNAS. Kemudian para 
komisioner tersebut dilantik oleh Bapak Bupati Bone pada tanggal 20 Juni 2017 di 
gedung PKK Kabupaten Bone yang bertempat Jl. A. Mapanyukki Kelurahan 
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Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. Pada tahun 2018 salah satu komisioner 
dari BAZNAS Kabupaten Bone Wakil Ketua IV Bidang ADM/SDM yaitu Bapak IR. 
H Amir Sanusi, MM. mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan kepentingan 
politik, sehingga jabatan tersebut kosong. 
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bone 
Adapun Visi, Misi, Strategi dan Program kerja pada kantor Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yaitu: 
a. Visi 
Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh kedepan tentang keadaan yang 
diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai suatu lembaga dalam jajaran 
pemerintah daerah Watampone memiliki visi yang akan diwujudkan dalam tahun 
2017-2022 sebagai berikut: “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, 
Transparan dan Profesional.” 
b. Misi 
Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi atau lembaga 
itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya 
pernyataam misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan 
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mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tahun 2017-2022 sebagai berikut: 
1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. 
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai 
dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 
3) Menumbuh kembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, 
professional, dan terintegritas. 
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional. 
5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di 
Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. 
 
3. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone memiliki beberapa 
program dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sebagai 
berikut: 
a. Bidang ekonomi 
Program di bidang ekonomi terbagi ke beberapa program, yaitu: 




    
 
2) Bantuan komsumtif biasa yaitu bantuan yang diberikan pada waktu 
tertentu saja sebagai bentuk empati BAZNAS Kabupaten Bone 
3) Bone Sejahtera yaitu bantuan produktif agar mustahik dapat berwirausaha 
sesuai dengan skill yang dimiliki. 
b. Bidang pendidikan 
Program di bidang pendidikan terbagi ke beberapa program, yaitu: 
1) Bone cerdas yaitu bantuan dalam bentuk peralatan sekolah. 
2) Bantuan komsumtif yaitu bantuan berupa kebutuhan pokok untuk santri-
santri di pesantren Kabupaten Bone. 
3) Sosialisasi ke dunia pendidikan Kabupaten Bone. 
c. Bidang kemanusiaan 
Program bidang kemanusiaan merupakan bantuan dalam bentuk penanganan 
korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban 
tragedi kemanusiaan lainnya. 
d. Bidang kesehatan 
Program bidang kesehatan merupakan bantuan dalam bentuk kesehatan promotif 
dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. 
e. Bidang advokasi dan dakwah 
Program bidang advokasi dan dakwah merupakan bentuk bantuan kepada 
pemceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, bantuan lain yang 




    
 
4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 
Bone 
Gambar 4.1 
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B. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pendapatan sebagai Bantuan Ekonomi 
Umat di Tengah Wabah Covid-19 
 Zakat pendapatan atau zakat penghasilan merupakan kewajiban umat Islam 
apabila memiliki harta di atas batas nisab dan ditunaikan pada saat diperolehnya 
penghasilan. Begitu pula dengan masyarakat di lingkup Kabupaten Bone yang 
berstatus ASN, Polisi, dan TNI memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat 
pengdapatannya. Dengan adanya BAZNAS di lingkup Kabupaten Bone, masyarakat 
yang berstatus ASN, Polisi dan TNI dapat mengeluarkan zakat pemdapatannya 
melalui BAZNAS. 
  Sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Bone di tahun 2017 telah melakukan 
sosialisasi zakat pendapatan ke berbagai lembaga-lembaga pemerintahan seperti ke 
kantor kecamatan, di lingkup kepolisan Kabupaten Bone, di lingkup TNI Kabupaten 
Bone dan lain-lainnya. Hal ini bertujuan mengajak para ASN, Kepolisian dan TNI 
untuk mengeluarkan zakat pendapatannya. 
 Wawancara dengan ibu Hukmiah Husain :“ASN wajib membayar zakat sesuai 
dengan standar gaji dan sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya ASN itu belum 
memiliki peraturan daerah tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi dan Negara 
kita berbeda dengan masa Abu Bakar maka sekarang itu minta kerelaan ASN. Jadi 
jika ASN tidak rela maka tidak bisa, kalau ada aturan dari peraturan daerah atau 
Pemerintah maka itu bisa saja, bukan di paksakan tapi ada penekanan jika ada 
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peraturan daerah. Semua apa-apa ada peraturan daerahnya , sama kita kalau di potong 
kopri dan lain-lain tanpa meminta kerelaan pun sudah rela karena dianggap sebagai 
ketentuan pemerintah wajib dikuti. Jika pemerintah mengatakan semua gaji ASN di 
potong baik berupa zakat maupun infak tentu ada latar belakangnya baik itu 
masyarakat secara umum, baik untuk pribadi-pribadi juga yang punya gaji tersebut itu 
Insya Allah bisa diterima. Cuma masyarakat kita jika tidak ada aturan yang tertulis 
dari pemerintah,tidak ada ketentuan tertulis itu maka tidak taat, sebagian masyarakat 
begitu. Jadi kalau menurut saya, pemerintah menekankan dalam sebuah kebaikan yah 
itu harus di ikuti, kalau  sekarang masih terbatas kerelaan.”
1
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan 
bahwa ASN memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat pendapatan, namun 
dalam ruang lingkup Kabupaten Bone belum memiliki peraturan daerah yang 
mengatur untuk mengharuskan ASN membayar zakat pendapatan. Zakat pendapatan 
dikeluarkan oleh para ASN, TNI dan Polisi jika bersedia mengeluarkan zakat dengan 
cara sukarela dan bertanda tangan di surat pernyataan yang telah di sediakan.  
Tabel 4.1 Pembayaran Zakat Pendapatan oleh Muzakki di Tengah Wabah 
Covid-19 










Tunai 1.001 Rp. 137.619.615 
                                                           
1Hukmiah Husain, (48 tahun), Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara, 
Kabupaten Bone, 4 April 2021. 
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1.403 Rp. 194.482.672 
3. 2020/ Juli- 
Desember 
Tunai 1.076 Rp. 197.580.867 




1.749 Rp. 230.269.241 
5. 2021/ Januari- 
Juni 
Tunai 1.056 Rp. 193.397.109 




1.856 Rp. 273.366.541 
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 2020-2021 
 Sesuai data dari pihak BAZNAS Kabupaten Bone, perincian jumlah muzakki 
di hitung berdasarkan jumlah transaksi sehingga identitas muzakki ada yang 
berulang-ulang karena melakukan pembayaran zakat pendapatan setiap bulan. Jumlah 
transaksi pembayaran zakat pendapatan yang dilakukan oleh muzakki di tengah 
wabah covid-19 mengalami peningkatan yaitu pada periode Januari-Juni 2020 
sebanyak 2.404 transaksi dengan jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 332.102.287, 
periode Juli-Desember 2020 sebanyak 2.825 transaksi dengan jumlah dana yang 
masuk sebesar Rp. 427.850.108, dan  periode Januari-Juni 2021 sebanyak 2.912 
transaksi dengan jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 466.763.650. 
 Wawancara dengan Andi Kumala Dewi Salahuddin: “Jadi untuk pertama 
adalah BAZNAS itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dipercaya oleh 
pemerintah untuk mengelola zakat, sedekah dan infak. Dalam hal ini pemerintah 
hanya menganjurkan, mengajak, adapun mau bersedia atau tidak bergantung dari 
mereka jadi tidak ada paksaan.  Zakat pendapatan bukan iuran wajib berbeda dengan 
kopri. Untuk sekarang ini hanya lingkup kecamatan dan kelurahan yang sudah 
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bertanda tangan potong gaji di BAZNAS. Adapun di tahun 2021 ini pejabatnya baru, 
saya disini sebagai camat baru kita akan turun nanti Insya Allah dan sekarang masih 
pademi jadi teman-teman guru di sekolah kan tidak masuk yah, jadi harus 
dikordinasikan dulu. Kayaknya untuk guru belum berjalan tapi itu di tanete riattang 
insya akan dijalankan dengan puskesmas dan itu adalah kerelaan dari dirinya sendiri. 
Waktu saya masih sekcam, kami bertanda tangan kesediaan untuk pemotongan gaji, 
gaji kami ada daftar tabelnya. Misalnya kumala dewi, gaji pokok sekian kemudian 
zakatnya 2,5 % sekian dan di kolomnya kita bertanda tangan bersedia memberi zakat 
profesi setiap bulan. Teman-teman lain seperti itu juga dan itu berlangsung sekitar 
2019 atau 2018, satu dua tahun yang lalu lah dan kami telah melakukan seperti itu di 
Kecamatan Tanete Riattang.
2
   
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa muzakki 
berpendapat BAZNAS merupakan lembaga yang telah resmi ditunjuk oleh 
pemerintah untuk mengelola zakat, infak dan sedekah. Mengeluarkan zakat 
pendapatan di lingkup Kabupaten bone merupakan kerelaan dari diri muzakki 
tersebut sebab pemerintah hanya menganjurkan dan mengajak karena belum adanya 
aturan daerah yang mengharuskan zakat pendapatan dikeluarkan. Selain itu, muzakki 
juga paham mengenai mekanisme pemotongan zakat pendapatan beserta berapa 
persen zakat yang dikeluarkan dari penghasilannya. Zakat pendapatan juga 
                                                           




    
 
dikeluarkan oleh ASN yang bertugas di lingkup pemerintahan tingkat kecamatan dan 
kelurahan sejak sekitar tahun 2018/2019. 
 Pembayaran zakat pendapatan yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Bone 
sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 
Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah Indonesia: 
yang menetapkan nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia tahun 
2017 sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), zakat 
pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil 
zakat resmi, kadar zakat pendapatan minimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari 
pendapatan bruto.
3
 Selain itu, pembayaran zakat pendapatan di BAZNAS Kabupaten 
Bone juga dapat dibayarkan dalam jangka waktu setahun ketika mencapai nisab 
(setara dengan 85 gram emas). Zakat profesi dikeluarkan sesuai keinginan masing-
masing muzakki, mereka dapat mengeluarkan zakat pendapatannya ketika setiap 
menerima gaji atau dalam jangka waktu setahun ketika mencapai nisab.  
 Pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor 
BAZNAS Kabupaten Bone kemudian menuju ke staf bagian Muzakki. Selain itu, 
pembayaran zakat pendapatan juga dapat dilaksanakan dengan layanan digital seperti 
saluran pembayaran online melalui aplikasi mitra BAZNAS, pembayaran via ATM 
                                                           
3Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Keputusan Ketua Badan Amil zakat Nasional 
Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah 
Indonesia”.  https://pid.baznas.go.id/peraturan/   ( 21 Mei 2021). 
61 
 
    
 
Bank Syariah Indonesia, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Sulselbar, dan Bank 
BRI. 
Tabel 4.2 Jumlah Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Mal di BAZNAS 
Kabupaten Bone 
No. Tahun/ Bulan Penerimaan (Rp) Penyaluran (Rp) 
1. 2020/ Januari-Desember Rp. 1.559.732.191 Rp. 1.598.427.681 
2. 2021/  Januari-Mei Rp. 1.016.334.291 Rp.777.112.300 
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 2020-2021 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Bone, bahwa 
dalam menyalurkan bantuan zakat pendapatan kepada mustahik di tengah wabah 
covid-19 dilakukan dengan cara menggabungkan dana zakat pendapatan dengan jenis 
zakat mal lainnya.  
 Zakat pendapatan yang telah dihimpun oleh BAZNAS kabupaten Bone 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Adapun ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone bagi asnaf yang berhak menerima zakat 
sebagai berikut: 
1. Fakir yaitu orang yang berpenghasilan dibawah dari setengah kebutuhan 
pokoknya dan masjid yang berada dilingkungan masyarakat fakir. 
2. Miskin  yaitu orang yang berpenghasilan setengah dari kebutuhan pokoknya 
dan masjid yang berada dilingkungan masyarakat miskin. 
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3. Amil (BAS/LAZ/UPZ) yaitu Personil/ pengurus dan biaya operasional 
(apabila tidak mendapatkan bantuan dari PEMDA). 
4. Muallaf/ Ulubuhum yaitu yang diharapkan masuknya Islam dan kaumnya, 
yang baru masuk Islam untuk penguatan imannya, muslim dhuafa‟ yang 
berada dekat atau tengah-tengah non muslim, tokoh muslim untuk 
mempengaruhi tokoh non muslim, tokoh muslim yang berpengaruh, tapi 
masih lemah iman, dan yang dapat memaksa orang mengeluarkan zakat. 
5. Riqab yaitu pembebasan seseorang atau lebih dari suatu belenggu penindasan, 
pembebasan seseorang dari profesi haram, pembebasan dari penjajahan/ 
perbudakan, pembebasan seseorang atau kelompok dari sesuatu aliran sesat, 
dan pembebasan dari belenggu pemikiran asing/ non muslim. 
6. Garimin yaitu yang terdesak dan kesulitan karena utang/ failit, berutang demi 
mengurus kepentingan orang banyak, dan berutang dalam mendamaikan 
pihak-pihak yang konflik. 
7. Sabilillah yaitu kegiatan dalam penegakan, peninggian, pengembangan dan 
pembelaan agama Allah dalam segala bentuknya, MUI/ organisasi/ pondok 
pesantren/ beasiswa, dan biaya perjalanan misi agama. 
8. Ibnu sabil yaitu kehabisan biaya perjalanan pulang kampong (bukan maksiat), 
anak jalanan, anak yatim, anak terlantar, gelandangan, panti asuhan, panti 
jompo, anak pungut, penyandang cacat, pengungsian atau korban bencana. 
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 Masyarakat yang termasuk kategori asnaf yang berhak menerima zakat, 
kemudian dapat mendaftarkan dirinya secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten 
Bone atau akan di data oleh babinsa, bhabinkamtibmas, pemerintah daerah asal 
tempat tinggalnya atau pihak lainnya karena BAZNAS Kabupaten Bone menerima 
semua laporan dari pihak manapun.  
Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat Mal Berdasarkan 8 Asnaf di Badan Amil 
Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 
Penyaluran Dana Zakat ke 8 Asnaf Jumlah Persentase (%) 
Penyaluran Dana Zakat Rp. 1.598.427.681 100% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Rp. 225.497.432 14,1% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin Rp. 1.060.205.242 66,3% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil Rp. 194.966.516 12,1% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf Rp. 3.135.000 0,19% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab Rp. 0 0% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Garimin Rp. 0 0% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Sabilillah Rp. 114.123.500 7,1% 
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil Rp. 500.000 0,031% 
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 2020 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Bone, bahwa 
dalam penyaluran dana zakat, zakat pendapatan dengan zakat mal lainnya di 
gabungkan kemudian baru di salurkan kepada para asnaf. Adapun penyaluran yang 
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dominan atau terbanyak berdasarkan 8 asnaf yaitu penyaluran dana zakat untuk 
miskin dengan jumlah Rp. 1.060.205.242 dengan persentase 66,3%. Penyaluran 
untuk amil sebesar Rp. 194.966.516 dengan persentase 12,1% yang dimana batas 
untuk hak amil sebesar 12.5%. 
 Pensyaratan Mustahiq yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone 
sebagai berikut: 
1. Menyetor foto copy ktp dank kk. 
2. Menyetor surat keterangan tidak mampu. 
3. Mengisi formulir yang disediakan oleh BAZNAS dengan mencantumkan data 
valid. 
4. Bersedia disurvey oleh tim BAZNAS. 
5. Bersedia melaksanakan solat lima waktu dan berpuasa pada bulan ramadhan. 
6. Bersabar menunggu validasi data dan hasil survey. 
7. Jika dianggap berhak menerima zakat, maka pihak BAZNAS akan 
menghubungi yang bersangkutan. 
 Wawancara dengan ibu Hukmiah Husain: “Ada ketentuan yang pertama, 
adanya hasil survei dan kedua ada informasi dari pihak-pihak yang bermitra dengan 
baznas, seperti babinsa atau dari pemerintah setempat. Jadi ada dua kemungkinan, 
misalnya biasanya babinsa itu lengkap datanya, ada dokumentasinya dan 
informasinya. Makanya BAZNAS sering bermitra dengan babinsa untuk memperoleh 
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data para mustahik sampai di dusun-dusun sebab bone itu jauh (memiliki wilayah 
luas), susah di jangkau. Terkadang ada lokasi yang bisa di survei dan ada yang tidak 
bisa di survei tapi data babinsa itu insya allah sudah di percaya. Jadi kebanyakan dari 
babinsa, bhabinkamtibmas tapi lebih dominan babinsa.”
4
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa 
BAZNAS Kabupaten Bone ketika menerima data mustahik yang akan diberikan 
bantuan, sebelumnya pihak BAZNAS akan melakukan survei secara langsung ke 
mustahik yang akan diberikan bantuan atau jika jarak rumah mustahik jauh maka  
BAZNAS mengambil informasi terpercaya melalui mitra BAZNAS Kabupaten Bone 
seperti para babinsa, bhabinkamtibmas atau aparat desa. 
 Wawancara dengan Arisal Afandi: “Ambil data dari babinsa, BAZNAS itu 
menerima semua data dari mana saja dan intinya warga Kabupaten Bone. Tidak di 
pilih dan terima data dari mana saja, babinsa, bhabinkamtibmas, aparat desa, biar 
masyarakat intinya memang layak di bantu di kasih masuk datanya di BAZNAS 
Kabupaten Bone, lalu kami dari staf tim BAZNAS di utuskan lagi oleh pimpinan 
survei. Apa yang di butuhkan mustahik, misal orang ini cocok untuk modal usaha 
supaya bisa mandiri, tidak berharap lagi bantuan maka kami kasi modal usaha tapi 
bukan berupa uang tapi berupa barang, misalnya nasi kuning diberikan mie, minyak, 
telur, beras. Kalau yang diberikan uang seperti pembuat kue-kue pinggir jalan. Kalau 
                                                           
4Hukmiah Husain, (48 tahun), Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara, 
Kabupaten Bone, 4 April 2021. 
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di kecamatan untuk binaan BAZNAS, seperti di kecamatan libureng kami berikan 
binaan buat kue tradisional  dan kami berikan uang berjumlah 300 atau 500 dan 
binaan BAZNAS memiliki kelompok.”
5
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa yang 
telah di katakan oleh Ibu Hukmiah Husain sesuai dengan apa yang di lakukan oleh 
staf tim pendistribusian yang melakukan survei secara langsung ke calon mustahik. 
Sehingga staf tim pendistribusian dapat memperoleh data secara akurat tentang 
kehidupan sehari-hari calon mustahik dan kemudian memberikan informasi kepada 
pimpinan mengenai calon mustahik apakah berhak menerima bantuan atau tidak, jika 
berhak maka staf BAZNAS kemudian mengidentifikasi apakah mustahik cocok 
diberikan bantuan dalam bentuk produktif atau komsumtif. 
 Bantuan dalam bentuk produktif adalah pemberian dana zakat yang dapat 
membuat para mustahiknya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta 
yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, 
akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka sehingga 
dengan adanya usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara 
terus menerus.
6
 Contohnya mustahik yang berpenghasilan sedikit, bekerja dengan 
penghasilan Rp. 25.000 per hari dengan profesi sebagai buruh dan memiliki anak 
                                                           
5Arisal Afandi, (25 tahun), staf  bagian operator distribusi, Wawancara, Kabupaten Bone, 31 
Maret 2021. 




    
 
yang sekolahnya dibiayai, maka pihak BAZNAS Kabupaten Bone memberikan dalam 
bentuk barang sehingga bantuan tersebuat masuk dalam kategori bantuan produktif. 
Produktif ini bentuknya Z-Mart (zakat mart) dan disesuaikan dengan kemampuan 
mustahiknya, seperti mustahik yang biasa menjual kue atau barang sembako atau 
lainnya. Distribusi dan pendayagunaan ini di sertai dengan monitoring yang 
dilakukan oleh para staf dari BAZNAS Kabupaten Bone. 
 Bantuan dalam bentuk komsumtif adalah zakat dibagikan kepada para 
mustahik dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
7
 Dalam 
pemberian bantuan komsumtif pada BAZNAS Kabupaten Bone terdiri dua macam 
yaitu: pertama, jika mustahik tersebut masuk dalam kriteria tidak dapat bekerja 
karena faktor usia, sakit, cacat, tidak memiliki penghasilan kecuali belas kasih dari 
orang lain, tidak ada keluarga yang membiayai maka mustahik tersebut diberikan 
bantuan santunan rutin setiap bulan, juga diberlakukan adanya monitoring karena jika 
ada yang meninggal maka bantuan santunan rutin diberhentikan. Kedua, bantuan 
komsumtif biasa merupakan bantuan yang diberikan sewaktu-waktu saja sebagai 
bentuk empati BAZNAS Kabupaten Bone, maksudnya adalah mustahik tersebut 
dapat bekerja dan diberikan bantuan di waktu tertentu. Misalnya pemberian zakat 
kepada mustahik pada awal Covid-19, baik yang terpapar covid-19 secara langsung 
atau karena adanya pembatasan aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah sehingga 
                                                           
7KH. A. Safradji, “Zakat Komsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontenporer”,  
Jurnal Tafhim al-„Ilmi 10, no. 1 (2018): h. 60. 
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banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam prekonomian untuk memenuhi 
kebutuhan pokoknya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
Bone juga ada yang bersifat masif, yaitu pemberian zakat kepada para mustahik di 
setiap kecamatan.  
 Wawanacara dengan Arisal Afandi: “Yang terpapar corona pernah setiap 
kecamatan di kasi semua untuk miskin (masyarakat berpenghasilan rendah) di desa-
desa. Terdapat 27 kecamatan dan setiap desa kita ambil data di KUA 5, babinsa 5, 
bhabinkamtibmas 5, kemudian datanya kita gabung. Makanya kita informasikan 
jangan sampai bertabrakan. Setiap mitra BAZNAS Kabupaten Bone 5 datanya kita 
serahkan di kecamatan bantuan komsumtif namanya, Itu pada masa corona. Jadi 
biasanya satu kecamatan ini hari toh 300 orang, besoknya kecamatan lain 200 orang 
tergantung dari daerah datanya. Satu kecamatan itu beda-beda desanya dan yang 




 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa bantuan 
komsumtif secara masif pada awal masa covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS 
Kabupaten Bone dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten 
Bone terdiri 328 desa dan 44 kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan yang 
mengakibatkan kesulitan mendata satu persatu calon penerima zakat, sehingga 
                                                           




    
 
diperlukan mitra yang membantu untuk mendata siapa yang berhak menerima zakat 
yang akan di berikan. Data para mustahik yang diperoleh dari mitranya baik dari 
KUA, babinsa, bhabinkamtibmas disetiap kecamatan telah terorganisir. Bentuk 
bantuan lainnya adalah bersifat isedentil, maksudnya adalah pemberian bantuan zakat 
kepada mustahik yang viral, misalnya terjadinya bencana alam, kebakaran, rumah 
tidak layak, orang yang masuk rumah sakit dan tidak dapat membayar seluruh biaya 
perawatan, dan viral di sosial media.  
Tabel 4.4 Penyaluran Bantuan Produktif dan Komsumtif Berdasarkan Program 
dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bone di Masa Covid-19 
No Tahun/ Bulan Program BAZNAS 
Kabupaten Bone 
Penyaluran 
1. 2020/ Januari-Desember Bidang Ekonomi Rp. 81.990.300 
2. 2020/ Januari-Desember Bidang Pendidikan Rp. 23.221.000 
3. 2020/ Januari-Desember Bidang Kemanusiaan Rp. 15.285.505.729 
4. 2020/ Januari-Desember Bidang Kesehatan Rp. 20.411.573. 
5. 2020/ Januari-Desember Bidang advokasi dan 
Dakwah 
Rp. 60.282.500 
6. 2021/ Januari-Juni Bidang Ekonomi Rp. 126. 887.000 
7. 2021/ Januari-Juni Bidang Pendidikan Rp. 11.969.250 
8. 2021/ Januari-Juni Bidang Kemanusiaan Rp. 14.579.517.117 
9. 2021/ Januari-Juni Bidang Kesehatan Rp. 27.820.200 
10. 2021/ Januari-Juni Bidang advokasi dan 
Dakwah 
Rp. 85.118.000 
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 2020-2021 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Bone, penyaluran 
bantuan produktif dan komsumtif berdasarkan programnya pada tahun 2020 hingga 
2021 bulan juni yang memiliki jumlah terbesar dalam penyaluran bantuan adalah 
bidang kemanusiaan sebesar Rp.29.865.022.909, bidang ekonomi sebesar Rp. 
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208.877.300, bidang dakwah dan advokasi sebesar Rp.145.400.000, bidang  
kesehatan sebesar Rp. 48.231.773, dan  bidang pendidikan seebesar Rp.35.190.250. 
 Mekanisme penyaluran zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
Bone dilakukan secara bertahap, mulai dari melakukan sosialisasi, penghimpunan 
hingga penyaluran sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang 
berlaku. BAZNAS Kabupaten Bone menjadi pratana keagamaan yang bertujuan 




C. Peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam Upaya Pemanfaatan Zakat Pendapatan 
sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 
 Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian 
umat harus dengan adanya keprofesional lembaga yang bisa mengurusi pengelolaan 
zakat dengan baik serta amanah.
10
 BAZNAS merupakan lembaga yang telah diakui 
oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat dan mengukuhkan kedudukan BAZNAS sebagai executing 
agency yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan BAZNAS 
kemudian mengalami metamorfosa menjadi lembaga pemerintahan nonstruktural 
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 
                                                           
9Muammar Bakry, dkk, “ Manajemen Zakat Maal di Kota Makssar: Telaah Atas Upaya 
Produktivitas Zakat”, Al-Ulum 20, no.1 (2020): h. 96. 
10Nur Taufik Sanusi, dkk, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”, 
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no.3 (2020): h. 71. 
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 Peran BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal 
pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 
kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.
12
 
 BAZNAS Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis di tengah 
pandemi covid-19. BAZNAS terus berkomitmen dalam membantu Pemerintah 
Republik Indonesia untuk menangani krisis ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh 
covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, BAZNAS pusat telah memetakan enam aspek 
penting yang digunakan sebagai panduan oleh seluruh BAZNAS di Indonesia mulai 
tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam menyalurkan dana zakat, infak dan 
sedekah (ZIS) untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat covid-19 
sebagaimana berikut: 
a. Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan covid-19 sesuai dengan 
hukum syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia; 
b. Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan covid-19 tidak melanggar 
protokol penanganan covid-19; 
c. Memastikan mekanisme penyaluran ZIS untuk penanganan covid-19 
menggunakan pendekatan push approach (mendatangani yang membutuhkan) 
dan bukan pull approach (mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan); 
                                                           
 11M. Fuad Nasar, CAPITA SELECTA ZAKAT: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Miskin, 
( Cet.1; Yogyakarta: Gre Publishing, 2018). H. 478. 
12Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). “ Profil BAZNAS”, Official Website Badan Amil 
Zakat Nasional. https://baznas.go.id/profil  ( 20 Mei 2021). 
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d. Melakukan penguatan koordinasi dengan mustahik yang menjadi sasaran 
BAZNAS RI dalam penyaluran bantuan; dan 
e. Menetapkan 6 klaster atau golongan mustahik (tenaga pendidik, usaha mikro dan 
kecil (UMK), buruh formal dan informal, korban PHK, dan pengangguran) yang 
menjadi sasaran BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan; 
f. Menetapkan 2 kelompok program sebagaimana vehicle bagi BAZNAS RI dalam 




 Wawancara dengan ibu Hukmiah Husain: “Peran baznas sangat membantu, 
ketika mulai merebahnya covid-19 itu kita disini semua buruh, pengojek, dan orang-
orang yang benar terkena dampaknya covid-19 di kabupaten bone khususnya yang 
disekitar kota diberikan bantuan komsumtif. Sekarang mulai normal lagi, diberikan 
bantuan sesuai dengan kebutuhannya artinya bisa mengurangi beban-beban 
masyarakat Bone yang terkena dampak pada masa covid-19 karena minimal 
komsumsinya itu berapa hari termasuk penderita covid-19 keluarganya kita santuni, 
misalnya orang tuanya terkena covid-19 dan memiliki anak maka kita berikan 
bantuan berupa makanan beberapa hari dan sampai diberikan 2 kali bantuan sembako 
sampai orang tersebut sehat yah dan bantuan untuk keluarganya yang dia tinggal.”
14
 
                                                           
13Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi 
Covid-19, ( Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020). h.12. 
14Hukmiah Husain, (48 tahun), selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara, 
Kabupaten Bone, 4 April 2021. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa peran 
BAZNAS Kabupaten Bone dalam upaya pemanfaatan zakat pendapatan beserta jenis 
zakat lainnya, infak, dan sedekah sebagai bantuan ekonomi umat ditengah wabah 
covid-19 sangat membantu, sebagaimana BAZNAS menjadi lembaga yang 
mengumpulkan semua jenis zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari muzakki yang 
kemudian menyimpan lalu menyalurkan dengan cara pendistribusian dan 
pendayagunaan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah covid-19.  
Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk 
komsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara 
optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, 
sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. 
15
  
 Dalam penelitian ini diperoleh bahwa awal masuknya covid-19 di wilayah 
Kabupaten Bone, BAZNAS memberikan bantuan APD hazmat yang diberikan ke 
berbagai puskesmas di wilayah Kabupaten Bone. Selain itu, BAZNAS juga 
memberikan bantuan komsumtif atau produktif kepada buruh, tukang ojek, pedagang 
kecil dan mereka yang terkena dampak covid-19. Tindakan yang di lakukan oleh 
BAZNAS dalam memberikan bantuan komsumtif dan produktif ke mustahik di masa 
covid-19 merupakan tindakan yang tepat dan BAZNAS layak di apresiasi karena 
mereka sangat peduli dengan masyarakat ketika wabah covid-19 masuk ke wilayah 
                                                           
15Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat”.  
https://pid.baznas.go.id/peraturan/   ( 21 Mei 2021). 
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Kabupaten Bone dan berusaha membantu ekonomi umat Islam yang penghasilannya 
menurun drastis di masa covid-19. 
 BAZNAS hanya memberikan bantuan dana zakat pendapatan dan jenis zakat 
lainnya kepada mustahik yang telah memenuhi pensyaratan dan selalu berusaha 
memberikan bantuan secara masif ke berbagai kecamatan untuk membantu ekonomi 
mustahik di masa covid-19, sehingga dengan adanya bantuan tersebut membuat 
mustahik yang menerima merasa sangat terbantu sebagaimana wawancara yang 
dilakukan peneliti kepada mustahik yang menerima bantuan. 
 Wawancara dengan Bapak Sastro Pannoyo: “Membantu untuk orang-orang 
yang rendah. Sangat membantu ekonomi karena ini agak kekurangan. Karena waktu 
itu corona ini lakunya kurang lancar. Biasanya sebelum covid biasanya 2 rak itu 250, 
sekarang itu 1 rak telur lebih sedikit. Sangat membantu sekali ada bantuan begitu. 
Bentuk bantuan BAZNAS itu sembako.”
16
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa 
BAZNAS memiliki peran penting dalam situasi covid-19 untuk membantu ekonomi 
masyarakat yang memiliki penghasilan rendah terlebih lagi adanya covid-19 yang 
membuat penghasilan masyarakat semakin menurun drastis seperti Bapak Sastro 
Pannoyo yang diberikan bantuan produktif untuk membantu usahanya berupa bahan 
membuat pentolan seperti beberapa rak telur, terigu kompas, dan bahan-bahan lannya, 
                                                           




    
 
sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan ekonomi dari Bapak 
Sastro Pannoyo dan keluarga.  
 Wawancara dengan Ibu Hanna: “memberikan bantuan ke saya dalam bentuk 
beras, telur dan sembako, itu diberikan malam hari karena saya jualan malam hari. 
Sangat bermanfaat bagi saya karena pada saat itu jualan saya (menjual sokko, telur 
rebus, kacang rebus, kacang goring dan pisang) kurang laku karena corona.”
17
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa 
BAZNAS memberikan bantuan tak mengenal waktu dan menggunakan metode 
mendatangi yang membutuhkan sesuai dengan panduan BAZNAS pusat. Bantuan 
komsumtif yang diberikan oleh BAZNAS membuat mustahik merasa senang karena 
bantuan tersebut sangat bermanfaat di masa covid-19. 
 Wawancara dengan Ibu Agustiawaty: “Pernah di sosialisasikan apa dana  yang 
di butuhkan oleh pesantren. Sangat membantu apalagi situasi covid-19, bantuan sosial 
itu ada dari beberapa tapi tidak tersalurkan dengan baik. Bantuan dari BAZNAS 
Kabupaten Bone sangat membantu. Untuk pemberian anak-anak dalam bentuk 
barang. Pertama ada bantuan beras beberapa karung. Kedua  kebutuhan santri baik 
                                                           
17 Hanna (70 tahun), Mustahik (penjual kacang dan sebagainya), Wawancara, Kabupaten 
Bone. 8 April 2021. 
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sikat gigi, sabun mandi odol dan lain-lain. Jadi kalau ini sangat bermanfaatnya apa 
yang diberikan oleh BAZNAS.”
18
  
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan BAZNAS juga 
memiliki peran dalam dunia pendidikan di masa covid-19. BAZNAS Kabupaten 
Bone peduli terhadap santri-santri di pesantren Kabupaten Bone dengan cara  
melakukan sosialisasi terlebih dahulu yang kemudian mendata kebutuhan pokok 
pesantren yang akan diberikan bantuan. Hal ini secara tidak langsung membantu 
ekonomi pesantren tersebut di masa covid-19. 
 Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS di masa covid-19 sangat berguna 
untuk mustahik baik itu dalam bentuk santunan rutin, bantuan sembako, ataupun 
bantuan untuk barang jualan. Peneliti menemukan data bahwa BAZNAS memberikan 
bantuan ke masyarakat yang kurang mampu pada saat masa covid-19 dalam bentuk 
bantuan ekonomi untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat yang 
berpenghasilan kecil ataupun yang tidak berpenghasilan. BAZNAS juga berperan 
dalam memberikan bantuan pendidikan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan 
santri-santri di berbagai pesantren yang secara tidak langsung ini membantu 
perekonomian pesantren, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, bantuan advokasi 
dan dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar BAZNAS memberikan 
                                                           
18Agustiawaty (30 tahun), Perwakilan Mustahik (Guru Pesantren Putri Al Manawwarah 
Panyili), Wawancara, Kabupaten Bone, 8 April 2021. 
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bantuan kepada umat Islam untuk membantu perekonomian di berbagai sektor di 
masa covid-19. 
Peran BAZNAS Kabupaten Bone yaitu dimulai dengan melakukan sosialisasi 
diberbagai lingkup masyarakat Kabupaten Bone mulai tingkat pemerintahan 
kabupaten, kecamatan, kelurahan, polisi, TNI, pengusaha hingga ke para petani untuk 
mengeluarkan zakatnya, melakukan sedekah dan infak sehingga dana zakat, infak 
sedekah yang terkumpul dapat disalurkan kepada para mustahik. Apalagi pada masa 
covid-19 membuat masyarakat menengah kebawah mengalami kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya. 
 Untuk menyalurkan dana berbagai jenis zakat termasuk zakat profesi, infak 
dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Bone berfokus dalam lima bidang program, yaitu:  
a. Bidang ekonomi, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan dalam 
bentuk; pertama, santunan rutin yaitu bantuan komsumtif yang diberikan setiap 
bulan bagi mustahik yang tidak dapat bekerja karena faktor usia, fisik, sakit, dan 
hidup sendiri, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya diperoleh 
dari belas kasih orang lain. Kedua, bantuan komsumtif biasa yaitu bantuan yang 
diberikan pada waktu tertentu saja karena bentuk empati BAZNAS Kabupaten 
Bone, misalnya pemberian bantuan komsumtif bagi mustahik yang terdampak 
covid-19. Ketiga, program Bone sejahtera berupa bantuan produktif yaitu 
bantuan yang bertujuan agar mustahik berwirausaha sehingga dapat 
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menghasilkan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, 
melakukan pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi 
ekonomi lokal. 
b. Bidang pendidikan, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone melakukan sosialisasi ke 
dunia pendidikan Kabupaten Bone tentang pentingnya zakat, memberikan 
bantuan komsumtif di berbagai pesantren Kabupaten Bone, program Bone cerdas 
berupa bantuan peralatan sekolah. 
c. Bidang kemanusiaan, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan 
dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban 
penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. 
d. Bidang kesehatan, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan dalam 
bentuk kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan 
prasarana kesehatan. 
e. Bidang advokasi dan dakwah, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone dapat 
memberikan dalam bentuk bantuan kepada pemceramah, pembangunan rumah 
ibadah umat Islam, bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi 
seperti bantuan al-Quran hafalan khusus. 
Program ini membantu BAZNAS bekerja secara sistematis dan terstruktur 
sehingga dapat mencapai tujuan BAZNAS menjadi Badan Zakat Nasional yang 
amanah, transparan dan profesional. Selain itu, BAZNAS dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat Islam di masa covid-19. 
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Zakat menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam peningkatan 
ekonomi umat. Tujuan zakat bukan hanya memberi makan-minum, komsumtif, tetapi 
mengubah keadaan mustahik menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai dengan 
kehormatannya sebagai manusia.
19
 Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menuaikan dan dalam pelayanan ibadah 
zakat sesuai dengan hukum Islam, meningkatkan fungsi dan peranan pranata 
keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat dan keadilan sosial, 
meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
20
 Oleh karena itu, dalam pengelolaan 
zakat harus berdasarkan iman dan takwa sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial, 
keterbukaan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. 
                                                           
19Muhammad Anis, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat”, El-Iqtishady 2, no.1 (2020): h. 
44.  
20Basyirah Mustarin, “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian 







Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten 
Bone tentang “Pemanfaatan Zakat Pendapatan Sebagai Bantuan Ekonomi Umat di 
Tengah Wabah Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone” Maka peneliti dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mekanisme penyaluran dana zakat pendapatan sebagai bantuan ekonomi 
umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
Bone dilakukan dengan cara menghimpun zakat pendapatan yang diperoleh 
dari para Muzakki, hal ini sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang. 
BAZNAS Kabupaten Bone dengan mitranya melakukan pendataan dan 
survei secara langsung kepada mustahik yang terkena dampak covid-19 
kemudian memberikan bantuan dalam bentuk produktif atau komsumtif. 
Bantuan produktif diberikan kepada para mustahik yang dapat bekerja 
sehingga menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang 
telah diterimanya. Sedangkan dalam bantuan komsumtif digolongkan 
menjadi dua bentuk; Pertama, BAZNAS memberikan santunan rutin kepada 
mustahik yang tidak dapat bekerja karena faktor usia, sakit, cacat, sebatang 
kara, dan tidak memiliki penghasilan. Kedua, bantuan 
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komsumtif biasa yaitu bantuan yang diberikan sewaktu-waktu saja sebagai 
bentuk empati BAZNAS Kabupaten Bone, misalnya pemberian zakat kepada 
para mustahik pada awal covid-19, baik yang terpapar covid-19 secara 
langsung ataupun tidak. 
2. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bone berperan  dalam mengelola zakat 
profesi beserta jenis zakat lainnya, infak, dan sedekah sangat besar 
manfaatnya bagi masyarakat. Kehadiran BAZNAS Kabupaten Bone yang 
menyalurkan bantuan dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan 
sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang semakit rumit di tengah wabah covid-19. Peran 
BAZNAS Kabupaten Bone berfokus dalam lima bidang, yaitu; bidang 
ekonomi, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang 
advokasi dan dakwah. 
 
B. Saran 
1. BAZNAS Kabupaten Bone hendaknya mempercepat kerja sama dengan 
berbagai instansi karena masih banyak ASN yang belum mengeluarkan zakat 
pendapatan. Selain itu, bekerja sama dengan para tokoh agama, para 
Influencer daerah, dan berbagai akun sosial media yang berisi informasi 
kabupaten Bone untuk mengajak masyarakat mengeluarkan zakat 
pendapatan, berinfak, dan sedekah yang dilakukan secara konsisten sehingga 
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dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengeluarkan zakat penghasilan, 
infak, dan sedekah. Adapun untuk membudayakan kebiasaan berzakat, infak, 
dan sedekah, BAZNAS kabupaten Bone hendaknya membuatkan program 
ayo berzakat, infak, dan sedekah di sekolah-sekolah yang mulai dari 
kalangan tingkat TK hingga perguruan tinggi dan bekerja sama dengan dinas 
pendidikan Kabupaten Bone atau yang terkait. 
2. Seluruh pihak yang mengelola BAZNAS Kabupaten Bone secara konsisten 
harus terus menjadikan BAZNAS Kabupaten Bone mengalami peningkatan 
dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan 
sedekah secara profesional sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat 
yang berpenghasilan rendah terlebih lagi semakin terpuruknya perekonomian 
dari dampak covid-19. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bone hendaknya 
mengikuti ketentuan agama mengenai nisab zakat pendapatan disesuaikan 
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Pertanyaan untuk pengurus Baznas Kabupaten Bone 
1. Bagaimana Sejarah dan latar belakang dari Baznas Kabupaten Bone? 
2. Apa saja Visi dan Misi dari Baznas Kabupaten Bone? 
3. Bagaimana Struktur organisasi Baznas Kabupaten Bone? 
4. Apa yang menjadi landasan hukum dari Baznas Kabupaten Bone? Baik dalam 
hukum Islam maupun hukum positif. 
5. Apa saja yang menjadi program Baznas kabupaten Bone? 
6. Apa saja syarat atau kriteria dari Mustahik (penerima zakat) di Baznas 
kabupaten Bone? 
7. Dari mana saja sumber dari zakat pendapatan di Baznas kabupaten Bone? 
8. Bagaimana ketentuan nisab dan haul zakat pendapatan di Baznas Kabupaten 
Bone? 
9. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pendapatan sebagai bantuan 
ekonomi umat di tengah wabah covid 19 yang di lakukan oleh Baznas 
Kabupaten Bone? 
10. Bagaimana peran Baznas kabupaten bone dalam upaya pemanfaatan zakat 
pendapatan sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid 19? 
11. Apakah Baznas kabupaten Bone membantu orang yang terpapar covid-19? 
Jika iya, apa alasannya? 
 
 
12. Apa saja kriteria dari Baznas Kabupaten Bone untuk memberi bantuan orang 
yang terpapar covid-19? 
13. Berapa jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat pendapatan di BAZNAS 
Kabupaten Bone? 
14. Berapa jumlah dana zakat pendapatan yang terhimpun di BAZNAS 
Kabupaten Bone? 
15. Berapa jumlah dana zakat pendapatan yang di salurkan di BAZNAS 
Kabupaten Bone? 
16. Laporan aktivitas dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Bone. 
17. Berapa banyak/persen penyaluran zakat pendapatan / ZIS berdasarkan 8 
asnaf? 
18. Berapa banyak/persen bantuan yang di berikan ke mustahik berdasarkan jenis 
bantuannya ( bantuan produktif dan bantuan komsumtif) atau berdasarkan 
program dari BAZNAS Kabupaten Bone? 
19. Apakah zakat pendapatan di BAZNAS Kabupaten Bone menggunakan haul ? 
20. Apa yang menjadi kendala yang di hadapi pengurus Baznas kabupaten Bone?  
 
Pertanyaan untuk Muzzaki (Pemberi zakat) 
1. Apa yang anda ketahui tentang mengeluarkan zakat pendapatan atau zakat 
profesi di BAZNAS Kabupaten Bone? 
2. Untuk menyalurkan zakat pendapatan, apakah karena kerelaan dari diri sendiri 
atau karena adanya aturan khusus dari pemerintah? 
 
 
3. Menurut anda, apakah Baznas Kabupaten Bone telah mensosialisasikan 
manfaat mengerluarkan zakat pendapatan? 
4. Menurut anda, apakah peran dari dana zakat pendapatan bermanfaat sebagai 
bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19? 
5. Apa saran dan usulan anda untuk Baznas Kabupaten Bone? 
Pertanyaan untuk Mustahik ( Penerima zakat) 
1. Menurut anda, apakah bantuan yang di berikan oleh Baznas Kabupaten Bone 
efektif membantu anda? Apalagi dalam situasi covid-19 ini. 
2. Bentuk bantuan apa yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Bone kepada 
anda, digunakan untuk apa? 

















Wawancara dengan Ibu Hukmiah Husain selaku wakil ketua II bidang pendistribusian 
di BAZNAS Kabupaten Bone 
 






Wawancara dengan Mustahik (Bapak Sastro Pannoyo) 
 




Perwakilan pesantren Putri Al Manawwarah Panyyili penerima bantuan dari 
BAZNAS (Ibu Agustiawaty) 
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